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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CANDIDATE POLICY TEST FOR CIVIL
SERVICE IN STATE AGENCY AND DEVELOPMENT OF HUMAN
RESOURCES IN BULUNGAN DISTRICT

Aidir
aidirswis@gmail.com
Post-Graduate Program of Open University

The main objective of issuing government policies using the CAT system is to
maintain a system of order, justice and equal rights for the people. CAT is used to
support the implementation of the management of ASN ASN in creating a
professional, honest and fair in carrying out the task of governance and
development as envisaged by Law ASN ASN with merit-based recruitment, in
order to meet the quality needs of the ASN to carry out a professional public
service. The objectives of this research are (1) to describe and analyze the
implementation of system policies CAT in the Civil Service Agency and the
Human Resources Development Bulungan. (2) To analyze the system CAT
qualified skilled personnel and competent, and (3) to describe And analyzing the
inhibiting factors in the implementation of CAT system policy in the Human
Resources Agency and Human Resource Development of Bulungan District.
Method and focus of the research is to use survey research to obtain primary data
about ASN candidate test policy in Bulungan District. From the results obtained
picture peneiltian that these communications are considered very important in
every process of the implementation of policy implementation CAT system in the
selection of prospective participants in the working environment BKPSDM ‘ASN
Bulungan given in every activity that involves the human element and the
resources that are interrelated with one another. While the inhibiting factor of
communication factor is the limited time to socialize the application of CAT
system due to the extent and geographical factors of Bulungan District so that
communication factor can not be delivered maximally. The attitude of the
working group implementing the CAT system in the selection of participants in
the prospective ASN ape BKPSDM Bulungan if you want to succeed and be more
effective and more efficient, should synergize in a bureaucratic organizational
structure. While the inhibiting factor of a factor of disposition is a lack of
familiarity implementation team tests a candidate ASN to work in teams for the
division of the few areas of concentration, namely the administrative team, a team
of technical laboratory CAT and team servier Jakarta and organizational structures
there are carried out in accordance with the technical guidelines on the application
CAT system in the ASN candidate tests set by the PAN-RB Ministry.

Keywords: Implementation, State Civil Apparatus (ASN), Computer Assisted
Test (CAT).
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
TEST CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BULUNGAN

Aidir
aidirswis@gmail.com
Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan pemerintah menggunakan sistem CAT
tidak lain adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban, keadilan serta memiliki
hak yang sama bagi masyarakat. CAT digunakan untuk mendukung pelaksanaan
manajemen ASN dalam mewujudkan ASN yang profesional, jujur dan adil dalam
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana diamanatkan
dalam UU ASN dengan perekrutan ASN berbasis merit, tujuannya untuk
memenuhi kebutuhan kualitas ASN guna melaksanakan pelayanan publik yang
profesional. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu (1) Untuk
mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem CAT di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan.(2)
Untuk menganalisis sistem CAT memenuhi kualifikasi pegawai yang terampil dan
berkompeten dan (3) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor
penghambat dalam implementaasi kebijakan sistem CAT di Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan. Metode dan
fokus penelitian adalah menggunakan penelitian survey guna memperoleh data
primer mengenai kebijakan tes calon ASN di Kabupaten Bulungan. Dari hasil
peneiltian diperoleh gambaran bahwa komunikasi ini dianggap sangat penting
* dalam setiap proses pelaksanaan implementasi Kebijakan sistem CAT dalam
seleksi peserta calon ASN di lingkungan kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan -
mengingat dalam setiap kegiatan yang dilakukan melibatkan unsur manusia dan
sumber daya yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Sedangkan faktor
penghambat dari faktor  komunikasi adalah keterbatasan waktu untuk
mengsosialisasikan penerapan sistem CAT karena luasnya dan faktor geografis
wilayah Kabupaten Bulungan sehingga faktor komunikasi tidak dapat
disampaikan secara maksimal. Sikap kelompok kerja pelaksana sistem CAT
dalam seleksi peserta calon ASN di lingkungan kera BKPSDM Kabupaten
Bulungan jika ingin berhasil dan lebih efektif serta lebih efisien, harus saling
bersinergi dalam suatu struktur organisasi birokrasi. Sedangkan faktor
penghambat dari faktor disposisi adalah kurang terbiasanya tim pelaksana tes
calon ASN untuk bekerja dalam tim karena terbaginya beberapa bidang
konsentrasi yaitu tim administrasi, tim tehnis laboratorium CAT dan tim servier
yang ada di Jakarta dan struktur organsisasi yang ada dilaksanakan sesuai dengan
petunjuk tehnis tentang penerapan sistem CAT dalam tes calon ASN yang telah
ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB.
Kata kunci : Implementasi, Aparatur Sipil Negara (ASN), Computer Assisted Test

(CAT).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Keadaan Umum Pemerintahan Kabupaten Bulungan

Secara umum pemerintahan Kabupaten Bulungan sebagai pelaksanaan
otonomi daerah, tentunya mempunyai visi dan misi untuk menjalankan
pemerintahan. Adapun visi Pemerintah Kabupaien Bulungan adalah:
“Mewujudkan Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan
Menuju Masyarakat Kabupaten Bulungan yang Semakin Berkualitas, Adil
dan Sejahtera”.

Berkaitan dengan visi tersebut, untuk mencapainya, dirumuskan 6
misi pembangunan Kabupaten Bulungan sebagai berikut:
a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
b. Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah terpencil dan tertinggal.
Vc. Mewujudkan struktur ekonomi pro ra;kyét dengan konsep pémbangunan

berkelanjutan.
d. Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat.

e. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
f. Mewujudkan peningkatan kualitas pada perlindungan sosial dan

pengentasan kemiskinan.
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Dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan,

Pemerintah Kabupaten Bulungan selanjutnya menjalankan strategi pokok

pembangunan yaitu:

a. Menciptakan sistem penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
pembangunan yang baik, bersih dan berwibawa serta demokratis untuk
meningkatkan kapasitas daerah dalam mengemban dan melaksanakan
kewajiban otonomi daerah.

b. Meningkatkan kemampuan SDM yang memiliki integritas, profesional,
imtaq dan iptek.

¢. Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali SDA yang dapat
diperbaharui.

d. Menyelenggarakan pembangunan daerah yang merata dengan
pendekatan wilayah.

e. Pgmberdayaan masyarakat dengan menggalakkan program ekonomi

' kerakyafén sfang -berbasis égribisnis dan agriihdustri yang berwawasz;n |
lingkungan.

f. Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur untuk membuka isolasi

wilayah yang terbelakang, terpencil dan daerah pedalaman.

2. Profil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bulungan
Berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 59 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
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Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bulungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bulungan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan
penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta bidang
pendidikan dan pelatihan.

Penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta dibidang
pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
mempunyai Susunan Organisasi yang berdasarkan Bab III Pasal 3 Peraturan
Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tersebut. Susunan Organisasi Badan
Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :

a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
b. Sekretariat membawahi :
1) Sub Bagian Pe_rencanaan dan Keuangan.
2) Sub Bagiap Umum dan Kep'egawéiaxi.
c. Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi membawahi :
1) Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun
2) Sub Bidang Pengolahan Data.
3) Sub Bidang Dokumen dan Informasi Kepegawaian.
d. Bidang Mutasi, Pembinaan, dan Kesejahteraan, membawahi :
1) Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan.
2) Sub Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja Aparatur dan Disiplin

Pegawai.
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3) Sub Bidang Kescjahteraan dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil
Negara (ASN)

e. Bidang Pengembangan Aparatur, membawahi :
1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan Diklat dan Evaluasi.
2) Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Sertifikasi.
3) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi dan Profesi ASN

| f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pada Bab IV Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 yaitu tentang Tugas
dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
sebagai berikut:

1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bulungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi
penunjang urusan Pemerintahan yang mgnjadi kewenangan daerah di bidang :
kepegawaian serta pendidikan dan pelaiiha;n;- dengan :t,u’gas~ merutrmskén
Kebijakan Teknis dan Kegiatan Teknis Operasional dibidang kepegawaian,
dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pengadaan, pensiun,
data dan informasi kepegawaian, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan,dan
pengembangan pegawai serta melaksanakan ketatausahaan kepegawaian.

Dalam  melaksanakan tugasnya, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:;
a. menyusun kebijakan tekhnis dibidang pengadaan, pensiun dan informasi,

mutasi, pembinaan dan kesejahteraan serta pengembangan aparatur;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43129.pdf

56

b. pelaksanaan tugas dukungan tekhnis dibidang pengadaan, pensiun dan
informasi, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan serta pengembangan
aparatur,

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan tekhnis
dibidang pengadaan, pensiun dan informasi, mutasi, pembinaan dan
kesejahteraan serta pengembangan aparatur;

d. pembinaan tekhnis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah dibidang pengadaan, pensiun dan informasi, mutasi,
pembinaan dan kesejahteraan serta pengembangan aparatur;

e. penyelenggaraan urusan administrasi badan;

f. pembinaan pelaksanaan unit pelaksana tekhnis badan;

g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya.

3. Pendidikan Pegawai Badan Kepegav?aian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Bulungan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bulungan memiliki sumber daya manusia aparatur dengan jumlah 81
orang yang terdiri dari 40 Pegawai Negeri Sipil dan 41 orang tenaga honorer.
Berikut rincian Aparatur Sipil Negara menurut jenis jabatan, eselon, dan tingkat
pendidikan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Bulungan.
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Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut jenis Jabatan dan Eselon pada

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Bulungan.
No Jenis Jabatan Eselon Jumlah
1. | Kepala Badan ILb 1
2. | Sekretaris ILa 1
3. | Kepala Bidang IL.b 3
4. | Sub Bagian/Sub Bidang IVa 11
5. | Pelaksana Non Eselon 24

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2017

Tabel 4.1. tersebut diatas dapat diperoleh informasi bahwa sesuai dengan

struktur organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan terdiri dari kepala badan sebagai

pejabat eselon IL.b, Sekretaris sebagai pejabat eselon Ill.a dan kepala bidang

sebagai pejabat eselon IIL.b sebanyak 3 orang, Sub Bagian / Sub Bidang

sebagai pejabat eselon IV.a sebanyak 11 orang dibantu dengan pelaksana / non

eselon sebanyak 24 orang.

Tabel 4.2

Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Tingkat Pendidikan pada Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Bulungan.
No Golongan Jumlah
1. | SLTP/Sederjat 1
2. | SLTA/Sederjat 13
3. | Sarjana Muda (D.3) 1
4. | Sarjana (S.1) 22
5. | Pasca Sarjana (S.2) 3

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2017
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Tabel 4.3. diatas dapat digambarkan bahwa tingkat pendidikan dari ASN

pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bulungan terdiri dari 1 (satu ) orang yang berpendidikan setingkat
SLTP / sederajat, 13 (tiga belas) orang yang berpendidikan setingkat SLTA /
sederaajat, 2 (dua) orang yang berpendidikan setingkat Diploma III, 22 (dua
puluh dua) orang yang berpendidikan setingkat Strata [ dan 3 (tiga) orang yang

telah berpendidikan pasca Sarjana atau Magister.

4. Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bulungan
a. Visi
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia yang prima dan profesionalisme aparatur.
b. Misi _ ‘
) Ku}llités. SDM, Meﬁjal;mkén pelayanan administrasi kepegawaian
yang prima
2) Mewujudkan profesionalisme aparatur daerah.
3) Meningkatkan
4) Membangun sistem pelayanan kepegawaian
Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Bulungan juga mempunyai
tujuan dalam peningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan

sasaran sebagai berikut:
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1) Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima
2) Terciptanya kemampuan dan keahlian aparatur yang profesional
3) Mendorong kemampuan SDM Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
4) Terwujudnya profesional aparatur melalui penataan kesimbangan

antara jumlah aparatur dengan beban kerja.

5. Persiapan Penerapan Computer Assisted Test (CAT)
a. Pembentukan Kelompok Kerja
Susunan dan Tugas Pokja Penerapan Sistem CAT Kabupaten/Kota

Pokja kabupaten/kota terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua,

sekretaris dan anggota. Sebagai pengarah adalah Bupati/Walikota, Penangung

Jawab adalah Sekretaris Daerah, Sebagai Ketua adalah Kepala Badan,

Sekretaris adalah Sekretaris Badan/Kepala_Bidang yang mgmpunyai tugas di

bidang itu. Anggota terdiri dari -abaratur,teliké.it dan/atau unsﬁr lé.inﬁya yang

dipandang perlu.
Pokja kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab :

a) Memberikan sosialisasi penerapan CAT kepada instansi pemerintah dan
non pemerintah di tingkat kabupaten/kota, tokoh masyarakat, tokoh agama
dan masyarakat umum dan penduduk.

b) Melakukan pengawasan dan supervisi pelaksanaan simulasi CAT di

tempat pelaksanaan CAT (laboratorium CAT).
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c¢) Membantu memilah hasil pencetakan (print ouf) surat pemberitahuan
pelaksanaan CAT atau sebutan lain dan mengirimkan ke kecamatan.

d) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan CAT
kabupaten/kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota, tembusannya
disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

b. Sosialisasi

Sasaran sosialisasi penerapan CAT adalah peserta seleksi calon
Aparatur Sipil Negara. Maksud sosialisasi kepada instansi terkait untuk
memberikan pengertian, bahwa mulai tahun 2014 pelaksanaan seleksi peserta
calon ASN menggunakan sistem CAT. Disamping itu untuk memperoleh
dukungan dari instansi terkait dalam rangka mensukseskan penerapan CAT
dan pemanfaatannya guna peningkatan pelayanan publik.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara tatap muka, media elektronik,
media cetak, séanduk, baliho, banner, billboard dan media lainnya. - |

Sosialisasi dilakukan oleh :
1) Pokja Provinsi pada skala provinsi;
2) Pokja Kabupaten/Kota pada skala kabupaten/kota;
¢. Penyiapan Tenaga Teknis Pelayanan

Petugas yang ditempatkan di setiap tempat pelaksanaan CAT adalah
operator, petugas pendukung dan supervisor teknis yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati/Walikota.

1) Operator
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Jumlah operator yang ditugaskan di setiap tempat pelaksanaan CAT
minimal 4 (empat) orang untuk memantau operasionalisasi 2 (dua) set
perangkat CAT. Kaualifikasi operator diutamakan ASN, bisa
mengoperasikan komputer dan telah mengikuti bimbingan teknis
operator penerapan CAT.
Operator mempunyai tugas :
a) Dalam Proses Pelayanan CAT :
(1) Melakukan verifikasi biodata calon ASN yang terdapat dalam
database di tempat pelayanan.
(2) Melakukan perekaman hasil seleksi CAT dari peserta calon ASN.
(3) Memastikan keberhasilan perekaman
(4) Hal lain yang dianggap perlu
(5) Bertanggung jawab terhadap beroperasinya perangkat CAT dan
perangkat jaringan komunikasi data di tempat pelaksanaan CAT
(laboraooriﬁm CAT). )
(6) Bertanggung jawab terhadap back up data dan pengamanan
database hasil seleksi CAT.
b) Dalam Proses Pelaksaaan CAT :
(1) Meminta peserta seleksi calon ASN untuk mencermati kebenaran
data calon ASN dan yang terekam dalam Chip.
(2) Melakukan verifikasi identitias calon ASN
(3) Peserta seleksi calon ASN menyelesaikan soal-soal yang ada

(4) Perekaman hasil jawaban peserta seleksi calon ASN
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(5) Pelaporan Hasil Rekapitulasi penilaian peserta seleksi calon ASN
berserta urutan peringkatnya.
2) Tenaga Pendukung Pelayanan
Di setiap tempat pelaksanaan seleksi peserta calon ASN dengan sistem
CAT ditugaskan tenaga pendukung pelayanan. Jumlah petugas
disesuaikan dengan volume pekerjaan dan jumlah peserta seleksi calon
ASN yang akan dilayani.
Tugas tenaga pendukung pelayanan dalam Proses Pelaksanaan Seleksi
calon ASN adalah:
a) Menerima peserta seleksi calon ASN berdasarkan urutan yang telah
ditentukan.
b) Menyerahkan identitas peserta seleksi calon ASN kepada petugas
operator.
c) Mgmpersilahkan peserta seleksi calon ASN untuk menyerjakan soal
yang fetéatj i dﬂayar monitor sesuai dengan alokasi waktu yang ada
d) Merekam hasil rekapitulasi penilaian peserta seleksi calon ASN
3) Petugas Supervisi Teknis
Kualifikasi Petugas Supervisi Teknis ASN diutamakan Pejabat Eselon IV
dan bisa mengoperasikan komputer serta telah mendapat bimbingan
teknis penerapan CAT.
Petugas Supervisi Teknis mempunyai tugas :
a) Melakukan koordinasi dengan Pokja di tempat pelaksanaan dan

instansi teknis untuk kelancaran CAT
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b) Membuat rencana dan jadwal pelaksanaan CAT

¢) Melakukan pengecekan ketersediaan catu daya listrik, kesiapan
perangkat, kesiapan tempat dan sarana pelaksanaan, kesiapan tenaga
pendukung pelaksanaan dan operator.

d) Mengawasi dan mengatur pelaksanaan verifikasi biodata peserta
seleksi calon ASN

e) Mengawasi dan mengatur pelaksanaan seleksi calon ASN

f) Melakukan pengiriman hasil verifikasi data hasil CAT ke Pusat
Data

g) Mengontrol dan mengecek back up data dan pengadministrasian
pelaksanaan seleksi calon ASN.

d. Penyiapan Tempat Pelaksanaan

1) Penempatan Pelaksanaan CAT biasanaya dipusatkan di Laboratorium
CAT Kabupaten/Kota _

2) Praséréna dan Ma t;am'pat Pelaksanaan seieksi peserta calon ASN
Prasarana dan sarana tempat pelaksanaan seleksi calon ASN yang
disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :

a) Ruang yang terdiri dari ruang pelaksanaan dan ruang server serta
ruang untuk melakukan pemilahan dan menyimpan data dan
identitas peserta seleksi calon ASN.

b) Ruang tunggu, dapat menggunakan ruang tunggu yang tersedia
seperti aula, pendopo atau memasang tenda, yang dilengkapi

dengan tempat duduk dan toilet.
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c) Peralatan kantor seperti meja pelayanan, meja komputer dan kursi
yang ditata sedemikian rupa sehingga petugas operator dan peserta
seleksi nyaman.

d) Catu daya listrik untuk perangkat CAT minimal 3.500 watt dan
tambahan catu daya sebesar 350 watt setiap penambahan 1 set
perangkat.

e) Genset dan operasionalnya untuk tempat pelaksanaan seleksi
peserta calon ASN yang tidak tersedia catu daya listrik atau aliran
listrik sering padam.

f) Nomor antrian dibuat sejumlah minimal rencana pelayanan per
hari.

g) Pengaturan pencahayaan di tempat pelaksanaan seleksi peserta
calon ASN

h) Papan pengumuman untuk rpcngmpatkan gambar proses
pelaksanaan CAT dan informasi iain-hifa yang iterkait dengan

pelaksanaan seleksi peserta calon ASN.

6. Pelaksanaan Penerapan CAT
a. Pendistribusian dan Pemasangan Perangkat CAT
b. Perangkat CAT yang akan di distribusikan melalui pihak penyedia, terdiri
dari Perangkat Keras dan Perangkat Lunak. Pendistribusian perangkat
sampai di setiap tempat pelaksanaan CAT (Labortorium CAT) di

Kabupaten/Kota.
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c. Instalasi dan Pemasangan Perangkat
Instalasi perangkat lunak ke dalam perangkat keras menjadi tanggung jawab
Pihak Penyedia, akan dilakukan di Jakarta. Sedangkan instalasi database
peserta seleksi calon ASN di Kementerian PAN - RB. Database hasil seleksi
peserta calon ASN yang dimasukan ke dalam server tempat pelaksanaan
CAT adalah database kabupaten/kota hasil pelaksanaan seleksi peserta
calon ASN yang telah dikonsolidasikan ke Pusat Data Kementerian PAN-
RB. Sedangkan pemasangan dan festing sampai dengan perangkat berfungsi
dengan baik di setiap tempat pelaksanaan menjadi tanggung jawab pihak
penyedia yang diketahui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan seleksi peserta
calon ASN di Kabupaten/Kota

d. Penatausahaan Perangkat
Untuk menjaga ketertiban dalam mengelola barané inventaris kantor} _
pemerintah, maka setiap perangkat keras diberi stiker barang inventaris

sesuai dengan intansi yang mengadakan barang pemerintah.

7. Pemasangan Perangkat Jaringan Komunikasi Data
Pemasangan jaringan komunikasi data dengan sistem Virtual Private Network
(VPN) meliputi penyediaan perangkat komunikasi data seperti modem, router
dan pemasangan tower monopool/triangle (jika memakai media akses berbasis

radio link), pemasangan antena parabola Very Small Aperture Terminal -
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VSAT (jika memakai media akses berbasis satelit) atau melakukan penggalian
saluran bawah tanah (jika memakai media akses berbasis fiber optic), maka
Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi perizinan.
Pihak Penyedia bertanggungjawab untuk melakukan instalasi dan konfigurasi
dari seluruh perangkat sampai dengan proses uji koneksi ke Pusat Data di
Kementerian PAN - RB, sehingga jaringan komunikasi data dapat dipastikan
berfungsi dengan baik di setiap tempat pelaksanaan seleksi peserta calon ASN

di Kabupaten/Kota.

8. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis operator dilaksanakan oleh pihak penyedia kepada operator

yang akan ditugaskan di tempat pelaksanaan CAT (laboratorium CAT) di

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di

kabupaten/kota? diharapkan :

a. Méngeﬁi mekanisme pelaksanaan CAT

b. Mampu mengidentifikasi, merakit (setting) dan mengerti cara pemeliharaan
perangkat CAT dan jaringan komunikasi data.

¢. Mampu melakukan proses verifikasi, validasi, dan update biodata peserta
seleksi calon ASN.

d. Mampu melakukan proses koneksitas dan pengiriman data melalui jaringan
komunikasi data dari tempat pelaksanaan CAT ke Pusat Data Kementerian

PAN -RB.
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e. Mampu melakukan back up database peserta seleksi calon ASN di tempat

pelaksanaan seleksi peserta calon ASN dengan sistem CAT.

9. Pendampingan Teknis

Pendampingan teknis dilakukan oleh pihak penyedia dengan menempatkan 1

(satu) orang tenaga pada setiap pelaksanaan seleksi peserta calon ASN, baik di

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten/Kota maupun di Laboratorium CAT. Tenaga pendampingan teknis

yang ditempatkan tersebut sebelumnya telah mengikuti bimbingan teknis

Penerapan sistem CAT. Pendampingan teknis dilakukan dalam kurun waktu

102 hari kelender secara berturut-turut.

Tugas pendampingan teknis adalah memberikan pendampingan teknis kepada

tenaga operator di tempat pelaksanaan dengan tujuan :

a.  Memperlancar pelaksanaan seleksi peserta calon ASN dengan sistem CAT

b, Memastlkan ‘bahwa per'angkaf dan Vjaringan komunikasi data yang
digunakan untuk melakukan seleksi peserta calon ASN bekerja dan
berfungsi secara optimal.

c¢. Dapat mengatasi apabila terjadi - gangguan perangkat dan jaringan
komunikasi data yang digunakan untuk pelaksanaan seleksi peserta calon
ASN di laboratorium CAT.

d. Apabila petugas pendampingan teknis tidak dapat mengatasi gangguan
teknis perangkat dan jaringan komunikasi data segera menghubungi

pelaksana CAT di Kementerian PAN -RB.
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c. Dapat mengatasi apabila terjadi gangguan perangkat dan jaringan
komunikasi data yang digunakan untuk pelaksanaan seleksi peserta calon
ASN di laboratorium CAT.

d. Apabila petugas pendampingan teknis tidak dapat mengatasi gangguan
teknis perangkat dan jaringan komunikasi data segera menghubungi
pelaksana CAT di Kementerian PAN -RB.

e. Memberikan bimbingan teknis kepada calon supervisor teknis dengan cara
magang di tempat pelaksanaan seleksi peserta calon ASN dengan sistem
CAT.

Keadaan Petugas Pendampingan Teknis Berhalangan. Bila petugas
pendampingan teknis tidak bisa melaksanakan tugasnya sampai dengan
berakhirnya pelaksanaan CAT, karena berhalangan dan tidak dapat
melanjutkan tugasnya atau tidak bertanggung jawab, maka Kepala Badan
Kepegawaian dan APemgembanganr Sumber Daya 7Kab_upaten_/KotaA ‘minta

,penggantian‘

B. Hasil Penelitian
1. Implementasi Kebijakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) di
Kabupaten Bulungan
Pelaksanaan seleksi peserta calon ASN di Kabupaten Bulungan
dilaksanakan berdasarkan Implementasi Kebijakan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor:

B.2432/M.PAN.RB/&/2013 tentang Penerapan Sistem Computer Assisted Test
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(CAT). Kebijakan tersebut dalam rangka menjamin pelaksanaan seleksi peserta
calon ASN yang kompetitif, obyektif, transparan dan bebas dari praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak dipungut biaya.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi
sebagai berikut :
a. Faktor Komunikasi (Communication)
Faktor Komunikasi dalam implementasi kebijakan ditentukan oleh akuratik
dan indentifikatik dari pesan yang disampaikan dimana dalam
pelaksanaannya dapat diterima oleh si penerima pesan itu sendiri. Dan
faktor komunikasi ini sendiri terdiri dari beberapa fenomena yang teramati
dilapangan terkait proses implementasi kebijakan sebagai berikut :
1) Sosilalisasi
Untuk sosialisasi oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Bulungan
menyatakan:
“ Sejak diterima-nyé Surat Kementerian Pendayagunaan Apafaiur i\fegara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ~ Nomor
B.2432/M.PAN.RB/8/2013 prihal Penerapan Sistem CAT, kami
langsung menindaklanjutinya dengan meneruskan informasi tersebut ke
semua SKPD yang ada di Kabupaten Bulungan serta menyebarkan
pamflet2 ke titik-titik yang berpotensi dapat dibaca oleh masyarakat
luas.”(DHW,1-2017)
Hal tersebut juga disampaikan Kabid Pengadaan, Pensiun dan Informasi
bahwa terkait dengan surat Kemenpan dan RB perihal penerapan sistem
CAT kami langsung mempersiapkan segala sesuatunya tentang kesiapan

pelaksanaan tes calon ASN termasuk pemberian informasi kepada

masyarakat.
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Lebih lanjut dikatakan oleh Kasub bid Pengadaan dan Pensiun bahwa:
kami langsung melakukan penggandaan surat tersebut untuk diteruskan
kepada instansi dan dinas, termasuk kepada pihak kecamatan dan
kelurahan, kami meminta mereka untuk mempublikasikan surat tersebut
di wilayah mereka.” Selanjutnya juga disampaikan oleh Wakil Ketua II
DPRD Kabupaten Bulungan mengenai surat Kemenpan tersebut sudah
disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui
informasi mengenai sistem yang digunakan. Ditambahkan oleh peserta
yang dinyatakan lulus maupun tidak lulus, Mengenai kebijakan Menpan
dan RB tersebut sudah sampai kemasyarakat dan kami sangat senang bisa
mengetahui dan segera mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi
calon ASN.
Hasil dari wawancara oleh beberpa informan tersebut bahwa berdasarkan
surat Kemenpan dan RB tentang penerapan sistem CAT, BKPSDM
Kabupaten Bulungan llangsung melaksanakan tugas . se'cepatnya;
memberikan informasi kepada masyarakat melalui pengumuman yang
telah dipasang pada tempat-tempat yang selalu ramai, melalui berbagai
media koran, siaran radio, dan lain-lain agar masyarakat bisa segera
mengetahuinya terkait dengan pelaksanaan tes calon ASN dengan
menggunakan sistem CAT.

2) Kejelasan Komunikasi

Kejelasan komunikasi menurut Kepala BKPSDM Kabupaten Bulungan

dikatakan “sudah jelas.” Ditambahkan oleh Kepala Bagian Pengadaan,
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Pensiun dan Informasi bahwa sudah diatur dalam surat edaran tersebut
kami tinggal mempersiapkan segala sesuatunya sebagai tindak lanjut
pelaksanaan CAT tersebut.”
Oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bulungan dikatakan bahwa :
“perubahan sistem seleksi ASN yang tertulis menjadi sistem CAT telah
jelas informasinya sampai kelapisan masyarakat seluruhnya.”
Ditambahkan peserta seleksi calon ASN yang gagal bahwa “ saya bisa
mengikuti seleksi calon ASN karena saya benar-benar memperoleh
informasi sistem CAT ini dengan baik.” Hal senada juga diiyakan oleh
peserta calon ASN yang lulus dalam seleksi tersebut.
Berdasarkan hasil dari wawancara oleh beberapa informan, tentang
kejelasan komunikasi yaitu dengan memperhatikan Surat Kementerian
PAN dan RB Nomor: B-2432/M.PAN.RB/7/2013 Hal. Penerapan Sistem
CAT dalam s_eleksi CPNS Tahun 2013 dan 2014, maka baik Pemerintah

; Provinsi maupuﬁ Kabupaten/Kota yang sudah siap, wajib menggunakan
sistem CAT. Berkaitan dengan hal tersebut sebagai tindaklanjut oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan khususnya pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bulungan memberikan informasi secepatnya kepada masyarakat bahwa
pelaksanaan tes pada tahun 2014 sudah menggunakan sistem CAT.

3) Konsistensi informasi atau pesan
“Kami selaku pelaksana seleksi calon ASN dengan sistem CAT tidak

pernah memberikan informasi atau perintah yang berbeda terkait
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pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut” Kata Kabid Pengadaan,
Pensiun dan Informasi BKPSDM Kabupaten Bulungan. “ Semua sesuai
dengan juknis dan prosedur yang didapat dari kementerian.” Tambah
Kepala BKPSDM Kabupaten Bulungan.

Hasil wawancara oleh beberapa informan tentang faktor komunkasi,
tergambar bahwa untuk implementasi kebijakan sistem CAT, telah
berjalan sesuai standar dimana sosialisasi tentang penerapan sistem CAT
telah dilakukan oleh tim pelaksana seleksi dalam hal ini langsung
dilakukan oleh SKPD tehnis yaitu Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan setelah
menerima Surat Menpan RB tersebut. sebagai kejelasan informasi
perubahan sistem seleksi itu dapat dipahami masyarakat dengan baik
karena penyampaian informasi dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis
yangada. 7
" b. Faktor Sumber Daya (}-fuman Res;)ﬁfce)

Faktor sumber daya ini sendiri merupakan faktor dari kompetensi dari

pelaksana implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan yang dalam

pelaksanaannya terbagi fenomena berikut

1) Kemampuan Sumber Daya Manusia
“Pelaksanaan seleksi calon ASN di Kabupaten Bulungan sejak tahun
2014 sudah menggunakan sistem CAT, dimana kami sebagai pelaksana

menyediakan pengawas seleksi sedangkan operator dan penyelia
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langsung dari BKN Banjarmasin.” Kata Kepala BKPSDM Kabupaten
Bulungan sekaligus penanggungjawab kegiatan.

Ditambahan oleh Kasubbid Pengadaan dan Pensium BKPSDM
Kabupaten Bulungan bahwa : “untuk kemampuan sumber daya manusia
biasanya langsung menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing yang melekat secara struktural BKPSDM Kabupaten Bulungan.
2) Fasilitas pendukung atau Sarana dan Prasarana
Mengenai fasilatas pendukung oleh Kepala BKPSDM Kabupaten
Bulungan dikatakan bahwa : “ untuk tes calon ASN di Kabupaten
Bulungan Tahun 2014, kami masih kerjasama dengan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara dalam penggunaan Sarana dan Prasarana
Laboratorium CAT milik Provinsi Kalimantan Utara yang di jalan Durian
Tanjung Selor.”
Masalahnya kebijakan kementerian PAN dan RB RI itu baru, sementara
kami, baru bisa menganggarkannya di APBD P tahun 2014, Jadi tahun
2015 baru kami memiliki Laboratorium CAT tersebut tambah Kabid
Pengadaan, Pensiun dan Informasi BKPSDM Kabupaten Bulungan.
Juga dikatakan oleh peseta yang lulus seleksi calon ASN menyatakan
bahwa “walaupun meminjam Laboratorium CAT milik Provinsi
Kalimatan Utara, tapi kami puas karena sudah sesuai dengan standar.”
Hal ini di iyakan juga oleh peserta calon ASN yang gagal dan juga
disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bulungan bahwa

peminjaman alat Laboratorium CAT tersebut ke Provinsi Kalimantan
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Utara dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bulungan masih dalam tahap
pelelangan pengadaan Laboratorium CAT.

Untuk faktor sumber daya bahwa berdasarkan teori Edwards III
(1980) tentang sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan dalam
pengimplementasian suatu kebijakan yang dirumuskan dan dikeluarkan oleh
suatu pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut. Terkait dengan
teori Edwards III tersebut berdasarkan hasil wawancara oleh beberapa
informan mengatakan ASN yang ada di BKPSDM Kabupaten Bulungan
sudah langsung menyesuaikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
untuk melaksanakan seleksi calon ASN berdasarkan petunjuk teknis dari
Kemenpan RB dan BKN, sedangkan operator dan penyelia langsung dari
Kanreg VIII BKN Banjarmasin. Termasuk masalah fasilitas pendukung atau
sarana dan prasarana, berdasarkan formasi yang telah disetujui oleh
kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada
tahun 2014, maka pemerintah Kabupat.en‘ Bulungan melalui BKPSDM pada
saat itu telah melaksanakan seleksi peserta calon ASN melalui tes dengan
menggunakan sistem CAT. Akan tetapi pada saat itu oleh BKPSDM
Kabupaten Bulungan masih dalam tahap pengadaan sarana dan prasarana
sistem CAT (laboratorium CAT) melalui pelelangan pengadaan sistem CAT
terebut dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2015. Oleh karena itu
BKPSDM Kabupaten Bulungan bekerja sama dengan pihak Provinsi

Kalimantan Utara pada Biro Kepegawaian untuk merninjam, menggunakan
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perangkat lunak dan perangkat keras sistem CAT yang dimiliki oleh
Provinsi Kalimantan Utara.

Terkait dari uraian tersebut bahwa pelaksanaan tes Calon ASN dengan
menggunakan sistem CAT pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten
Bulungan melalui BKSDM Kabupaten Bulungan bekerja sama dengan
pihak Provinsi Kalimantan Utara hal tersebut dilakukan karena pihak
Pemerintah Kabupaten Bulungan masih dalam tahap pengadaan sistem CAT
yang sarana dan prasarananya akan diperkirakan selesai pada tahun 2015.
Sedangkan tenaga tehnisnya langsung dari Kanreg VIII BKN Banjarmasin.

c. Faktor Sikap Pelaksana (Attitude)

Faktor sikap pelaksana berkaitan dengan pola berprilaku dalam merespon

implementasi kebijakan tersebut. Fenomena ini terbagi atas :

1) Persepsi / Harapan Para Pelaksana
Menurut Kabid Pengadaan, Pensiun dan Informasi BKPSDM Kabupaten
Bulungan dikatakan bahwa : |
“Pelaksanaan seleksi calon Aparatur Sipil Negara, bahwa pada tahun-
tahun sebelumnya masih menggunakan sistem manual tetapi pada tahun
2005 sampai dengan tahun 2013 menggunakan sistem LJK, hasil
jawaban di periksa dengan menggunakan mesin komputer, walaupun
masih mengalami kelemahan karena, hasil akhir penentuan kelulusan
dikendalikan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini pemerintahan
daerah sehingga hal tersebut menimbulkan celah terjadinya praktek KKN
yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. (DHW,2-2017)
Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Pengadaan dan
Pensiun BKSDM Kabupaten Bulungan.
“Dengan adanya kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi ini dengan menerapkan sistem CAT hasilnya dapat
diterima oleh masyarakat karena sistem CAT tersebut tidak menimbulkan
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adanya kecurangan dan rekapitulasi penilaian hasil seleksi masing-
masing perserta juga dapat langsung diketahui pada saat itu juga. (DHW-
3, 2017).

2) Respon Para Pelaksana Kegiatan
Mengenai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan seleksi oleh Kepala
BKPSDM Kabupaten Bulungan menyatakan bahwa :
“Dengan adanya sistem CAT tersebut tentunya ada permasalahan yang
terjadi tetapi wajar dan masih bisa diselesaikan dengan baik, hal ini
dikarenakan baru pertama kali dilakasanakan dan digunakan di
Kabupaten Bulungan untuk penerimaan pegawai baru.
Ada pun permasalahan-permasalahan yang terjadi adalah: 1) para peserta
kesulitan untuk mendaftar karena pendaftaran dilakukan melalui akses
internet melalui fortal/website yang telah disiapkan oleh Panitia
Pelaksana Seleksi Nasional (Panselnas) dari kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bekerja sama dengan Badan
Kepegawaian Negara, hal ini disebabkan oleh banyaknya peserta yang
_mendaﬁar di seluruh wilayah Indonesira, 2) Gapgguan jaringan internet
yzing- di kélola ;)iéh pihak PT.‘ Teikorﬁsel. 3) Tempat pelaksanaan
termasuk perangkat lunak dan perngkat kerasnya pada pelaksanaan
seleksi peserta calon Aparatur Sipil Negara tahun 2014 Kabupaten
Bulungan masih meminjam kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara, hal ini dikarenakan masih tahap pelelangan pengadaan perangkat
lunak dan perangkat keras sistem CAT tersebut (DHW-1, 2017).

3) Tindakan / Langkah-langkah Kongkrit
Kepala BKPSDM Kabupaten Bulungan mengatakan bahwa.

“Implementasi kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang penerapan sistem CAT adalah sangat baik
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sekali, karena pelaksanaan dengan menggunakan sistem CAT tersebut
sangat baik dalam upaya menghindar terjadinya kecurangan KKN.
Tujuan utamanya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban, keadilan
dan transparan setiap warga masyarakat yang ingin mengikuti seleksi
penerimaan ASN.” (DHW-1, 2017)

Lebih lanjut Kepala BKPSDM Kabupaten Bulungan juga mengatakan :

“Dengan menggunakan sistem CAT tersebut tidak ada lagi terjadinya
tekanan, protes atau ketidak puasan dari masyarakat terhadap
pelaksanaan seleksi peserta calon Aparatur Sipil Negara yang selama ini
dinilai belum memberikan hasil yang baik karena dicurigai adanya
indikasi kecurangan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan seleksi calon
Aparatur Sipil Negara baik itu di tingkap pusat maupun daerah. (DHW-
1,2017)

Terkait dengan implementasi kebijakan seleksi peserta calon ASN
dengan menggunakan sistem CAT, Kepala Sub Bidang Pengadaan dan
Pensiun BKPSDM Kabupaten Bulungan mengatakan pendapat yang
sama sebagai berikut.

“Implementasi kebijakan penggunaan sistem CAT adalah solusi terbaik
dalam perekrutan pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan adanya sistem
CAT ini banyak manfaat yang dihasilkan sebagai berikut: 1) penilaian
dilakukan secara obyektif dan transparan. 2) peserta seleksi dapat segera
‘mengetahui hasil atau capaian nilai yang diperoleh melalui papan
pengumuman yang telah disiapkan oleh pihak panitia penyelenggara. 3)
pihak panitia penyelenggara sangat dimudahkan dalam pelaksanaan
pengawasan karena dilengkapi pasilitas layar monitor melalui kamera
CCTV. Dengan adanya kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi ini dengan menerapkan sisttm CAT
hasilnya dapat diterima oleh masyarakat. (DHW-3, 2017)

Faktor ketiga dari implementasi kebijakan sistem CAT oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut sangat
baik sekali, karena kebijakan pelaksanaan seleksi calon ASN dengan
menggunakan sistem CAT tersebut adalah dalam rangka menjamin

pelaksanaan seleksi peserta calon ASN yang kompetitip, obyektif dan
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transparan serta upaya untuk menghindar terjadinya kecurangan melakukan
KKN. Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat diketahui, bahwa
pelaksanaan seleksi calon ASN yang dilaksanakan pada tahun-tahun
sebelumnya, (sebelum menggunakan sistem CAT pada tahun 2014) banyak
menimbulkan permasalahan schingga merugikan masyarakat umum.
Dengan adanya sistem terbaru yang diterapkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu dengan
menggunakan sistem CAT sungguh sangat membantu bagi pihak
penyelenggara pelaksanaan seleksi calon ASN yang ada di daerah, dalam
hal ini dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bulungan.

d. Faktor Struktur Birokrasi (Beurucratic sturkture)
Faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan membicarakan
tentang sistem keorganisasian yang ada, termasuk didalamnya tugas pokok
dan fungsi masing-masin.g belaksanan kegiatan. Fenomena ini terdiri dari :i E
1) Struktur Organisasi Pelaksana Kebijakan
Keorganisasian pelaksana kebijakan seleksi calon ASN di Kabupaten
Bulungan dikatakan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Bulungan bahwa
“struktur organisasi sudah terbentuk sesuai dengan peraturan bupati dan
semua mengacu pada juknis tambah Kabid Pengadaan, Pensiun dan
Informasi BKPSDM Kabupaten Bulungan. Hal senada juga dikatakan

oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bulungan. Dan oleh Kasubbid
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Pengadaan dan Pensium dikatakan bahwa : “Telah dibentuk dengan
Surat Keputusan Bupati Bulungan.”

2) Pembagian Tugas
“Dalam pelaksanaan kebijakan seleksi calon ASN dengan Sistem CAT
telah ada pembagian tugas yang jelas dalam melaksanakan kegiatan,
dimana pembagian tugas dilakukan sesuai dengan struktur organisasi
yang ada.” kata Kepala BKPSDM Kabupaten Bulungan, dan untuk
Kabupaten Bulungan dikatakan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten
Bulungan sudah jelas sesuai fungsi dalam pelaksanaan seleksi calon ASN
dan ditambahkan oleh Kasubbid Pengadaan dan Pensiun BKPSDM
Kabupaten Bulungan bahwa pembagian tugas ditetapkan sesuai
kebutuhan di lapangan dengan bagian masing-masing berdasarkan
struktur badan berdasarkan SOP.
“Pembagian tugas sudah jelas berdasarkan fungsi masing-masing yang
mengacu pada petunjuk teknis.” Kata Kabid Pengadaaﬁ, Pensiun dan
Informasi BKPSDM Kabupaten Bulungan dan kata Kepala BKPSDM
Kabupaten Bulungan.
3) Koordinasi yang Dilakukan oleh Para Pelaksana

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa
implementasi kebijakan seleksi peserta calon ASN dengan menggunakan
sistem CAT sangat memberikan dampak positif serta dapat memberikan

manfaat baik bagi para peserta seleksi maupun bagi para pihak
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penyelenggara dalam hal ini kelompok kerja kabupaten/kota yang
diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Bulungan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu peserta seleksi

calon Aparatur Sipil Negara yang telah dinyatakan lulus seleksi dengan
menggunakan sistem CAT tersebut, beliau mengatakan bahwa :
“sistem CAT tersebut banyak memberikan manfaat bagi peserta seleksi
calon ASN terutama pelaksanaannya sangat mudah dari awal pendaftaran
secara online sampai dengan pelaksanaan seleksi diselenggarakan dengan
menggunakan komputer, selanjutnya hasil jawaban kita juga bisa
diketahui pada saat itu juga sesuai dengan kemampuan hasil nilai capaian
yang didapat sehingga tidak ada lagi para peserta yang merasa dirugikan.
(DHW-4, 2017).

Pernyataan peserta seleksi calon ASN yang lain juga salah satu
peserta yang tidak lulus tes seleksi mengatakan hal yang berbeda
mengenai sistem CAT yang telah diterapkan, sebagaimana kutipan
wawancara berikut :

“mengenai sistem seleksi peserta calon Aparatur Sipil Negara dengan
'menggunakan sistem CAT sangat baik adil, transparan dan hasilnya bisa
kami ketahui pada saat itu juga setelah selesai memberikan jawaban,

- hanya saja kami sebagai peserta secara pribadi yang belum bernasib baik
dan masih butuh persiapan pembelajaran lagi untuk hal tersebut dalam
mengikuti seleksi calon Aparatur Sipil Negara yang akan datang.
(DHW-S, 2017).

Untuk faktor keempat dari implementasi kebijakan menurut terori
Edward III adalah faktor Struktur Birokrasi dimana berdasarkan kutipan
wawancara diatas dapat diketahui bahwa sistem CAT yang digunakan untuk
melaksanakan seleksi peserta calon ASN sangat tepat dan akurat selain adil,
transparan dan hasilnya bisa diketahui pada saat itu juga oleh peserta

seleksi, berhasil atau gagal, dan jika berhasil memenuhi tingkat nilai yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43129.pdf

81
dipersyaratkan selanjutnya tinggal melihat nilai yang tertinggi diantara
peserta yang lain, bagi peserta seleksi calon ASN yang memiliki nilai
tertinggi, maka peserta tersebut akan dinyatakan lulus berdasarkan

kualifikasi formasi yang telah dilamarnya.

2. Sistem Computer Assisted Test (CAT) Dalam memenuhi kualifikasi
pegawai yang terampil dan berkompeten

Perbaikan sistem rekrutmen calon ASN diharapkan akan mendorong
terciptanya ASN yang profesional dalam memberikan pelayanan masyarakat,
perekat, dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu sebagai upaya tindak lanjut
dalam pengembangan sistem rekrutmen pegawai ASN berbasis merit system
harus sesuai tuntutan persyaratan jabatan. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
sebagai lembaga yang punya peran dan tanggungjawab dalam melaksanakan
kebijakan dan manajelpenr ASN terus melgkukan upaya pgrbaikan sistem
tekrutmen ASN denganb nl—enére;pkan sistém CAT. “CAT adalah suétu metode
ujian dengan alat bantu computer yang digunakan untuk mendapatkan standar
minimal kompetensi dasar maupun standar kompetensi kepegawaian. CAT
terdiri atas Tes Kompetensi Dasar (TKD), Tes Komptensi Kepegawaian

(TKK): (Artikel https://www.ahmadady.blogspot.com. loker.6.apr.2014).

Pelaksanaan penerimaan CPNS dengan sistem CAT tersebut
dilaksanakan pertamakali di Indonesia pada tahun 2014, salah satunya yang
melaksanakan penerimaan CPNS dengan menggunakan sistem CAT tersebut

adalah Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan
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1 (kota) dari ke 5 (lima) kabupaten/kota tersebut yang menggunakan sistem
Computer Assisted Test (CAT) adalah Kabupaten Bulungan, Kabupaten
Malinau, dan Kabupaten Tanah Tidung, sedangkan Kabupaten Nunukan dan
Kota Tarakan tidak melaksanakan tes pegawai, hal ini dikarenakan pengadaan
sistem Computer Assisted Test (CAT) tersebut masih dalam tahap proses
pengadaan dan pelelangan
Untuk merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat yang selalu
dinamis dan terus berkembang guna meningkatkan pelayanan publik.
Perekrutan calon ASN tersebut dengan metode Computer Assisted Test
(CAT) yang akan membawa transparansi positif dari mekanisme perekrutan
calon ASN yang diharapkan menciptakan ASN yang berkualitas dan
berkompeten.
Menurut Kabid Pengadaan Pensiun dan Informasi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dikatakan bahwa :
“Pelaksanaan seleksi calon Aparatur Sipil Negara, bahwa pada tahun- -
tahun sebelumnya masih menggunakan sistem manual tetapi pada tahun
2005 sampai dengan tahun 2013 menggunakan sistem LIJK, hasil
jawaban di periksa dengan menggunakan mesin komputer, walaupun
masih mengalami kelemahan karena, hasil akhir penentuan kelulusan
dikendalikan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini pemerintahan
daerah sehingga hal tersebut menimbulkan celah terjadinya praktek KKN
yang dilakukan oleh orang-orang tertentu.
Dengan adanya kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ini dengan menerapkan sistem CAT hasilnya dapat
diterima oleh masyarakat karena sistem CAT tersebut tidak menimbulkan
adanya kecurangan dan rekapitulasi penilaian hasil seleksi masing-
masing perserta juga dapat langsung diketahui pada saat itu juga. Dan

dapat menghasilkan ASN yang kompeten dan berkualitias (DHW-2,
2017)
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Hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten
Bulungan dengan seleksi calon ASN menggunakan sistem CAT, diharapakan
peserta yang nantinya dinyatakan lulus mampu untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab karena sudah menjadi ASN dengan memiliki kualitas,
kemampuan, keahlian dan keterampilan berdasarkan disipilin ilmunya
masing-masing.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari
perubahan dalam sistem seleksi calon ASN dari sistem ujian tulis menjadi
sistem CAT justru meliliki sasaran agar dalam kegiatan seleksi tersebut dapat
meningkatkan kualitas pegawai dengan menghasilkan calon ASN yang

berkualifikasi terampil dan memiliki kompetensi yang baik.

3. Faktor-faktor yang Menghambat dalam Implementasi Kebijakan
Sistem CAT di BKPSDM Kabupaten Bulungan

Implementasi kebijakan Sistem CAT dalam seleksi peserta calon ASN
di Kabupaten Bulungan merupakan tahapan terpenting Vdari suatu kebijakan
yang ditempuh oleh pemerintah untuk merekrut calon ASN sebagai suatu
kebijakan publik dilaksanakan melalui program-program yang telah ditetapkan
sebelumnya. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Kebijakan Sistem
CAT pada seleksi peserta calon ASN di lingkungan BKPSDM Kabupaten
Bulungan adalah meliputi dari faktor internal dan eksternal

Deskripsi dari faktor-faktor penghambat tersebut dapat digambarkan

sebagai berikut :
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a. Faktor Internal
1) Faktor internal yaitu kelompok kerja yang terdiri dari ASN pada
BKPSDM, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, melalui
komunikasi antar kelompok kerja yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan Sistem CAT pada seleksi peserta calon ASN.
Komunikasi menjadi sangat menentukan keberhasilan pencapaian
tujuan dari implementasi kebijakan Sistem CAT pada seleksi peserta
calon ASN. Komunikasi yang baik dapat terjadi apabila kelompok kerja
kabupaten yang melaksanakan kebijakan mengetahui apa yang akan
dikerjakan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi yang akan dilakukan dapat diperoleh
melalui suatu komunikasi yang baik. Komunikasi yang intens dan
terarah diperlukan agar kelompok kerja pelaksana Sistem CAT pada
seleksi peserta calon ASN semakin konsisten dalam melaksanakan
kebijakaﬁ Siétem CAT pacia seleksi peserta éalon ASN yang akan

dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap kelompok kerja
pelaksana kebijakan Sistem CAT pada seleksi peserta calon ASN
diperoleh hasil bahwa komunikasi dalam pemberian informasi terhadap
peminat seleksi peserta calon ASN masih kurang ramah/baik sehingga
perlu diadakan perubahan pola-pola komunikasi antara kelompok kerja

pelaksana Sistem CAT pada seleksi peserta calon ASN dengan peminat
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seleksi peserta calon ASN. Sesuai dengan hasil wawancara pada
peminat seleksi peserta calon ASN diperoleh bahwa :

“Petugas di loket dalam pemberian pelayanan masih belum jelas
dan terinci dalam pemberian kejelasan prosedur kebijakan sistem
Computer Assisted Test pada seleksi peserta calon Aparatur Sipil
Negara terlebih lagi terhadap data yang bersifat online.” (DHW-3,
2017)

Disamping komunikasi yang terjadi antara kelompok kerja
pelaksana Sistem CAT pada seleksi peserta calon ASN dan peminat
seleksi peserta calon ASN diperoleh hasil bahwa aspek komunikasi
yang dijalankan oleh kelompok kerja pelaksana Sistem CAT pada
seleksi peserta calon ASN terhadap peminat seleksi peserta calon ASN
harus mampu menyampaikan sesuai aturan yang berlaku yang telah
ditetapkan sehingga terkadang penyampaian kelompok kerja pelaksana
Sistem CAT pada seleksi peserta calon ASN kepada peminat seleksi
pesqrta calon ASN memang te;kadapg kurang dimengerti yang
akhirnya .'s;eringrr berﬁjuhg -dengan keéalahpaﬁmnm antara kelompok
kerja pelaksana Sistem CAT pada seleksi peserta calon ASN dan
peminat seleksi peserta calon ASN. Disamping itu komunikasi lainnya
yang harus ditingkatkan antara kelompok kerja pelaksana Sistem CAT
pada seleksi peserta calon ASN dan peminat seleksi peserta calon ASN
sebagai penerima informasi perlu dilengkapi dengan bentuk informasi
lainnya yang dapat dibaca seperti brosur, leaflet yang dapat disediakan

di BKPSDM Kabupaten Bulungan.
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Dari uraian faktor penghambat untuk faktor internal dapat
disimpulkan  bahwa  terlihat masih kurang dalam hal
mengkomunikasikan tentang sistem dan prosedur yang harus dijalankan
oleh peserta tes calon ASN, hal ini karena belum terbiasanya semua
pihak dengan sistem CAT sehingga sering saja terjadi miskomunikasi
dalam memberikan penjelasan dan konsistensi informasi atau pesan
yang harus disampaikan kepada peserta tes calon ASN tersebut,
walaupun dalam prakteknya telah dilengkapi dengan brosur, leatlet
yang disediakan oleh pihak penyelenggara.

2) Faktor internal pada sumber daya kelompok kerja pélaksana kebijakan
Sistem CAT pada seleksi peserta calon ASN dan sumber daya lainnya
yang dapat menunjang kebijakan publik yang telah ditetapkan. Sumber
daya juga merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan
Sistem CAT pada seleksi peserta calan ASN pada BKPSDM Kabupaten
Bulungan. B -

Dari hasil wawancara kelompok kerja pelaksana sistem CAT pada
seleksi peserta calon ASN di Kabupaten Bulungan terkait aspek sumber
daya diketahui bahwa kelompok kerja pelaksana sistem CAT pada
seleksi peserta calon ASN yang melaksanakan tugasnya sudah cukup
baik, hanya saja masih belum optimal dimana masih diperlukan adanya
upaya peningkatan sarana dan prasarana (gedung tempat leboratorium

CAT dan perangkat sistem CAT) yang mendukung berjalannya
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kegiatan seleksi calon ASN dengan sistem CAT pada seleksi peserta
calon ASN dilingkungan kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan.

Secara khusus bagi petugas tekhnis yang mendukung kelancaran
pelaksanaan seleksi peserta calon ASN dengan Sistem CAT pada
seleksi peserta calon ASN masih perlu peningkatan sumber daya
manusianya dalam mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan teknis.
Implementasi bisa berjalan efektif dan lebih efisien jika ditunjang
dengan adanya sarana yang mendukung seperti tempat pelaksanan
seleksi peserta calon ASN dengan Sistem CAT pada seleksi peserta
calon ASN (Laboratorium CAT) yang lebih memadai dan disediakan
sarana pendukung lainya yang menunjang kinerja kelompok kerja
pelaksana sistem CAT pada seleksi peserta calon ASN sehingga sesuai
dengan harapan yang diinginkan.

Dari uraian tentang faktor internal pada sumber daya dapat_ |
disimpulkan bahwa falct;)r rpenghambat sistem CAT. ini merupakan
sistem baru tentu saja masih terbatasnya kemampuan pihak
penyelenggara dalam menerapakan sistem CAT tersebut, disamping itu
masth kurang terlatihnya pihak penyelenggara dalam memanfaatkan
laboratorium CAT yang ada. Dan belum terbinanya tim work yang
menangani seleksi dan terbatasnya pemahaman teknologi yang ada
dalam sistem CAT yang online itu.

3). Faktor internal pada Disposisi (sikap pelaksana), merupakan komitmen

dari kelompok kerja pelaksana sistem CAT pada seleksi peserta calon
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ASN untuk benar-benar melaksanakan kebijakan pemerintah pusat
tentang seleksi peserta calon ASN Idengan sistem CAT pada seleksi
peserta calon ASN di lingkungan kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan.
Menurut Metter dan Horn (1975) dikatakan bahwa “sikap penerimaan
atau penolakan dari aparatur pelaksana dan kelompok sasaran sangat
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.”

Hal ini bisa terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan
merupakan formulasi masyarakat setempat yang mengenal betul
persoalan yang dihadapi, oleh karena itu suatu kebijakan perlu
dijalankan dengan baik oleh kelompok kerja pelaksana kebijakan
seleksi peserta calon ASN dengan sistem CAT pada seleksi peserta
calon ASN melalui metode untuk mengetahui apa yang akan
dilaksanakan dan memiliki kemampuan serta komitmen untuk
melaksanakan implementasi kebijakan seleksi peserta calon ASN
dengan sistem CAT pada seleksi peserfa calon ASN di lingkungan kelja
BKPSDM Kabupaten Bulungan.

Untuk itu dalam proses penerimaan kelompok kerja pelaksana
seleksi peserta calon ASN dengan sistem CAT pada seleksi peserta
calon ASN harus benar-benar menyeleksi sesuai dengan jurusan dan
kemampuan yang dimiliki oleh kelompok kerja pelaksana sistem CAT
pada seleksi peserta calon ASN serta kemauan untuk bekerja keras dan

sabar, sehingga tantangan yang dihadapi di lingkungan kerja BKPSDM
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Kabupaten Bulungan dapat diatasi dengan suatu komitmen untuk
pencapaian suatu tujuan. |

Hasil wawancara, ternyata dalam implementasi kebijakan sistem
CAT pada seleksi peserta calon ASN dilingkungan kerja BKPSDM
Kabupaten Bulungan, kelompok kerja pelaksana sistem CAT pada
seleksi peserta calon ASN memiliki komitmen untuk benar-benar
melaksanakan kebijakan dengan baik. Hanya saja dalam proses
pelaksanaannya memang masih belum optimal, hal ini memang
disebabkan belum memadainya sarana dan prasarana yang benar-benar
nyaman bagi kelompok kerja pelaksana sistem CAT pada seleksi
peserta calon ASN dalam menjalankan tugasnya. Disamping itu
kelompok kerja pelaksana sistem CAT pada seleksi peserta calon ASN
di lingkungan kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan diberikan pelatihan
dan bimbingan tgknis dalam mengembangkan kemampuan mereka agar
dapat benar-benar melakukan tugas dan taﬁggung' jawz;b sfang telah
diberikan.

Hasil wawancara yang mendalam juga diperoleh informasi bahwa
disposisi (sikap pelaksana) dari kelompok kerja pelaksana sistem CAT
pada seleksi peserta calon ASN sangat menentukan keberhasilan
implementasi kebijakan sistem CAT pada seleksi peserta calon ASN di
lingkungan kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan. Penerimaan atau
respon dari kelompok kerja pelaksana kebijakan sistem CAT pada

seleksi peserta calon ASN haruslah anggota kelompok yang memiliki
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dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan yang telah
ditetapkan.

Disposisi (sikap pelaksana) bisa timbul dalam diri kelompok kerja
pelaksana sistem CAT pada seleksi peserta calon ASN itu sendiri
apabila dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya diberikan
berupa insentif tambahan dan perjalanan dinas bagi kelompok kerja
pelaksana sistem CAT pada seleksi peserta calon ASN dalam
menunjang pelaksanaan pekerjaannya. Hal ini diharapkan dapat
mendorong pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Sesuai dengan hasil wawancara yang ditujukan kepada Kepala
BKPSDM Kabupaten Bulungan, yaitu :

”Sikap anggota kelompok kerja pelaksana Sistem Computer Assisted
Test pada seleksi peserta calon Aparatur Sipil Negara sudah cukup
bagus, baik dari cara penyampaian sesuai tugas pokok dan fungsinya
sudah dipahami dan mengerti setiap aturan yang sudah diterapkan.”
(DHW-1, 2017)

Uraian tersebut diatas bahwa faktor penghambat dari faktor
internal dalam sikap pelaksana adalah kekakuan dari para pelaksana
yang belum terbiasa untuk bekerja dalam tim untuk menerapkan sistem
CAT pada tes calon ASN di Kabupaten Bulungan.

4). Faktro internal pada struktur birokrasi, dalam implementasi kebijakan
sistem CAT pada seleksi peserta calon ASN di lingkungan kerja
BKPSDM Kabupaten Bulungan membutuhkan dukungan struktur
organisasi. Kelompok kerja pelaksana sistem CAT pada seleksi peserta

calon ASN menjadi suatu kebijakan harus dapat mendukung

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43129.pdf

91
implementasi kebijakan sistem CAT pada seleksi peserta calon ASN di
lingkungan kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan yang telah diputuskan
secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.
Kebijakan yang begitu komplek untuk adanya kerjasama banyak orang,
ketika struktur organisasi tidak kondusif pada suatu kebijakan, maka
akan menghambat jalannya suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan wawancara Kepala BKPSDM Kabupaten
Bulungan, sebagai berikut :

”Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Bulungan mengakomodir semua bentuk pelaksanaan

dokumen kepegawaian yang diperlukan di seluruh Kabupaten

Bulungan, walaupun dari sisi letak geografis wilayah yang sangat

sulit untuk di jangkau dalam proses pemberian informasi dan

komunikasi tentang seleksi peserta calon Aparatur Sipil Negara

Sistem Computer Assisted Test pada seleksi peserta calon

Aparatur Sipil Negara, hal ini dikarenakan harus peminat seleksi

peserta calon Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan yang

mengurus tanpa bisa untuk diwakili oleh siapapun” (DHW-I,

2017)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, dukungan
struktur organisasi yang tepat terutama BKPSDM Kabupaten Bulungan
sebagai leading sector dalam menjalankan kebijakan sistem CAT pada
seleksi peserta calon ASN di lingkungan kerja BKPSDM Kabupaten
Bulungan sangat menunjang keberhasilan.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Edward III (1980)
mengemukakan dua karateristik yang dapat mendongkrak kinerja
struktur organisasi kearah yang lebih baik yaitu melakukan Standard

Operating Prosedures (SOP) dan Fragmentasi. Standard Operating
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Prosedures (SOP) adalah suatu kebijakan yang memungkinkan para
pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Perumusan Standard Operating Prosedures (SOP) menjadi
relevan karena sebagai tolak ukur dalam melaksanakan program
kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah-langkah
sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang
dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut berupa pengguna-
pengguna prosedur sistem proses kerja dalam bentuk aktivitas, aliran
data dan aliran kerja. Prosedur operasional standar adalah standar
langkah-langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa
aktivitas, aliran data dan aliran kerja:

Sedangkan Fragmentasi berkaitan dengan upaya penyebaran
tanggung jawab keg_iatapfkegiatan dan aktifitas-aktifitas pegawai
diantara beberapa umt _ch;érnentasi (iilékukan untuk rﬁerﬁperxﬁudah
suatu kebijakan di implementasikan, karena kebijakan tidak dapat di
mobilisasi oleh suatu individu saja, maka dari itu dilakukan
Fragmentasi atau pembagian kewenangan agar tugas-tugas yang harus
dilakukan tidak menumpuk pada satu orang atau instansi saja, dan ini
sangat berkaitan dengan aspek Standar Operasional Prosedur (SOP)
dimana nantinya seluruh kinerja yang telah dilakukan stakeholder akan

di nilai tingkat keefektifannya dan apakah sesuai dengan prosedur.
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Dari uraian tersebut diatas tentang faktor penghambat dari faktor
internal pada struktur birokrasi adalah karena adanya beberapa
kelompok tim yang bekerja dengan jarak jauh yaitu ada tim yang
membidangi adminstrasi, tim tehnis laboratorium CAT, adanya tim dari
pusat yang menerima data secara online, Hal ini jug terjadi apabila ada
gangguan jaringan internet, ditambah lagi banyaknya data yang harus
diterima server di kementerian secara bersama-sama untuk satu-satuan
waktu yang sama.
2. Faktor Eksternal
Faktot penghambat dalam implementasi kebijakan sistem CAT di
BKPSDM Kabupaten Bulungan yang dimaksud disini adalah para peserta
tes calon ASN yang telah mengikuti seleksi dengan menggunakan sistem
CAT. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan utama mengatakan
bahwa:

“Faktor penghambat dalam pelaksanaan tes calon ASN -dengan
menggunakan sistem CAT ini terjadi pada faktor ektsternal yaitu pada
peserta tes calon ASN ketika sedang melakukan pendaftaran dan
menyerahkan berkas lamarannya kepada petugas atau kelompok kerja
yang sedang berjaga diloket pendaftaran. Ketika pemeriksaan berkas
dilakukan, ada beberapa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan
oleh panitia pelaksana/kelompok kerja, tidak dilengkapi oleh peserta
antara lain Legalisir [jazah tidak ada, ligalisir ijazahnya ada tetapi tidak di
stempel dan registrasi nomor pendaftaran melalui fortal yang disediakan
oleh PANSELNAS dari BKN pusat juga belum ada, sehingga panitia
/kelompok kerja memanggil kembali dan meminta peserta tersebut untuk
melengkapi berkas yang kurang sebagai persyaratan dan ini jelas memakan
waktu dan merugikan para peserta yang lain untuk mendaftar.(DHW.1-
2017).

Hasil wawancara yang disampaikan informan utama tersebut dapat

tergambar bahwa faktor penghambat pelaksanaan tes calon ASN dengan
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menggunakan sistem CAT terjadi pada faktor eksternal yaitu pada peserta
tes calon ASN itu sendiri, dimana para peserta tidak konsisten mengikiti
persyaratan-persyaratan yang telah dipersyaratkan/ditentukan oleh
panitia’kelompok kerja sehingga hal tersebut merugikan waktu kepada
peserta-peserta lain yang ingin mendaftar dan juga khususnya pada
panitia’kelompok kerja hal tersebut jelas membutuhkan perhatian ekstra

dan kerja keras.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pelaksanaan tes
ASN/PNS yang dilaksanakan berdasarkan Implementasi Kebijakan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor:
B.2432/M.PAN.RB/&/2013 tentang Penerapan Sistem Computer Assisted Test
(CAT).

Sesuai dengan program Pemerintah Pusat | melalui Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pelaksanaan
sistem CAT secara nasional, maka peranan Pemerintah Daerah di Provinsi dan
Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia harus mendukung dan
mensukseskan pelaksanaan implementasi kebijakan sistem CAT dalam seleksi
peserta calon Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai wujud tertibnya administrasi
dan transparansi dalam pelaksanaannya. Adapun dalam pelaksanaan Implementasi
Kebijakan sistem CAT dalam seleksi peserta calon ASN dilingkungan kerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
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Kabupaten Bulungan berdasarkan pendapat Pejabat Pemerintah secara khusus di

BKPSDM Kabupaten Bulungan tentang kondisi realisasi yang terjadi dilapangan

mencakup beberapa variabel yaitu :

1. Implementasi Kebijakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam
seleksi peserta calon ASN di Lingkungan kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan Implementasi kebijakan Menteri Pendayagunaan Negara
dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B.2432/M.PAN.RB/&/2013
tentang Penerapan Sistem CAT. Kebijakan tersebut dalam rangka menjamin
pelaksanaan seleksi peserta calon ASN yang kopetitif, obyektif, transparan dan
bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak dipungut biaya.

CAT merupakan hasil bench mark / studi banding dari negara-negara
yang telah menggunakan CAT misalnya Civil Service Cumission di Filipina.
‘Penerapan CAT di Indonesia dikembangkan dengan beberapa perubahan yang
&isésuaikan dengaﬁ nérmé, situasi dan k;)ndisi sistem kepegawaian yang ada
di Indonesia sendiri. (Sumber: Website Jurnal Ilmu Pemerintahan:
http//www. fisipundip.ac.id/download.portalgaruda.org/article.php)

Sistem CAT adalah metode seleksi menggunakan Software dengan alat
bantu computer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal
kompetensi dasar bagi peserta tes calon ASN. Sistem CAT ini menjadi metode
ujian dengan alat bantu komputer yang merupakan inovasi kemajuan teknologi
dengan penilaian secara objektif yang digunakan untuk mendapatkan standar

minimal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian.
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Mekanisme pelaksanaan seleksi calon ASN dengan sistem CAT yang
mencakup verifikasi data peserta, pelaksanaan ujian persesi sampai dengan
pencetakan laporan persesi. Waktu pelaksanan seleksi peserta calon ASN
terbagi menjadi (2) yaitu Tes Kemampuan Dasar dengan waktu pelaksaan 90
menit dan Tes Kemanpuan Kepegawaain / UPKP dengan waktu pelaksanaan
60 menit.

Searah dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Khusnul Khotimah
(2016) Sistem Computer Assisted Test (CAT) telah digunakan di BKN Pusat
sebagai alat bantu sistem seleksi dan rekrutmen, seiring dengan banyaknya
event-event testing CPNS kedepan serta melihat hasil evaluasi implementasi
pengembangan CAT, manajemen memandang perlu dilakukan pengembangan
CAT.

Berdasarkan hasil teori tentang CAT yang diadopsi melalui
(Website Jurnal_ Ilmu Pemerin{aha(z : http//www fisipundip.ac.id/download.
portalgaruda. org/;uti;:l;:. php) dan penelitian terdé;huiu b;hwa dalam seleksi
peserta calon ASN di lingkungan kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan pada
dasarnya telah dilaksanakan dengan baik dengan berdasarkan Kebijakan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui
Surat Nomor: B2432/M.PAN.RB/&/2013 tentang Penerapan Sistem Computer
Assisted Tes (CAT), dimana setiap anggota kelompok kerja yang
melaksanakan Kkegiatan tersebut sudah sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya didalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Hanya saja dalam proses pelaksanaannya masih perlu untuk ditingkatkan lagi,
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terutama prasarana dan sarana gedung kantor, sumber daya aparatur yang
masih perlu dilakukan pembenahan dan peningkatan pengetahuan seperti
aparatur yang menerima berkas di loket perlu untuk diberikan pembekalan
tambahan seperti pelatihan dan bimbingan teknis yang dapat meningkatkan
pengetahuan aparatur dalam menjalankan sistem dan proses kebijakan yang

telah ditetapkan.

2. Sistem CAT dalam memenuhi kualifikasi pegawai yang terampil dan
berkompeten.

Sistem CAT dalam tes peserta calon ASN dengan harapan ASN yang
dihasilkan mendukung pelaksanaan manajemen ASN dan mewujudkan
Pegawai ASN yang profesional, jujur dan adil dalam melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU No.5
Tahun 2014 tentang ASN, maka diperlukan sistem rekrutmen berbasjs merit
tujuaﬁnfa untuk memenuhi kebutuhan kualitas iliega\}vai ASN - guna
melaksanakan pelayanan publik yang profesional. Tentunya dengan adanya
sistem CAT tersebut dapat memenuhi kualifikasi Pegawai ASN yang terampil
dan berkompeten.

Sistem CAT dalam penerapannya memiliki tujuan yaitu :

a. Mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian
b. Menciptakan standarisasi hasil ujian secara nasioanl
¢. Menetapakan standar nilai.

Manfaat, keunggulan penerapan Sistem CAT adalah :
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a. Peserta seleksi calon ASN dapat mendaftarkan melalui internet

b. Peserta seleksi calon ASN dapat dinilai langssung sesuai dengan hasil yang
diperoleh

c. Komputer menyediakankan keseluruhan materi soal Kompetensi Dasar ( tes
pengetahuan umum, tes bakat skolastik dan tes skala kematangan).

d. Penilaian dilakaukan secara objektif.

e. Peserta seleksi calon ASN dapat mengakses dengan mudah tehadap
pencapian hasil (skor) yang diperoleh.

(Sumber: https://www.ahmadady.blogspot.com.loker6.apr.2014).

Standar Operasional Prosedur Sistem CAT menpunyai tujuan untuk
mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posis dari masing-masing
instansi dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara dan instansi yang
difasilitasi. Disamping itu sistem ini juga memperjelas alur tugas, wewenang
dan tanggung jawab dari instansi terkait.

Manajerhen ASN yang terampii dan berkompeten Standar Operasional
Prosedur Sistem CAT ini berfungsi sebagai dasar hukum bila terjadi
penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan dan
mempermudah pelaksanaan serta sebagai pedoman dalam melaksanakan
fasilitasi pelaksanaan sistem CAT. Secara garis besar Standar Operasional
Prosedur Sistem CAT dalam memenuhi kalisifikasi ASN yang terampil dan
berkompeten terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yang tidak dapat terpisahkan yaitu
persiapan, pelaksanaan dan pasca ujian. Untuk pasca ujian terbagi menjadi

pengolahan hasil dan bachup database. Dengan sistem CAT ini diharapakan
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proses seleksi calon ASN dapat memperoleh hasil yang ebih valid,
meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN dan mengurangi semua bentuk
kecurangan. (Badan Kepegawaian Negara. CAT BKN. Untuk Indonesia, BKN,
Jakarta 2014, hal 21)

Sistem CAT diharapkan akan mempercepat proses pemeriksaan dan
laporan hasil seleksi, selain itu juga menciptakan standarisasi hasi; ujian secara
nasional, menetapkan standar nilai serta diharapkan mampu meningkatkan
tranparansi, objektivitas, akuntabilitas dan efisiensi proses seleksi.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan penggunaan sistem CAT
berpengaruh positif pada efisiensi biaya dan berpengaruh positif pada
akuntabilitas publikasian hasil. Penelitian ini menyimpulkan penggunaan
sistem CAT efektif dan efisien. Lembaga berwenang disarankan
mengembangkan dan memperluas penggunaan sistem CAT. (I Ketut Buana
(2014), dengan tema penelitian Pengaruh Penggunaan Sistem Computer
Assiéted. Teéi (CAT) pada Eﬁsiensi Biaya dan Akuntabilitas Publikasi I-iasil)

Uraian tersebut diatas bahwa tujuan dari perubahan dalam sistem seleksi
clon ASN dari sistem ujian tertulis/LJK menjadi sistem CAT justru memiliki
sasaran dalam kegiatan seleksi tersebut dapat menghasilkan ASN yang
berkualitas dan berkompeten, dengan sistem CAT dalam seleksi peserta calon
ASN, dari pengalaman penyelenggaraan seleksi yang sudah pernah dilakukan,
secara umum para peserta merasa lebih puas jika dibandingkan dengan Lembar

Jawaban Komputer (LJK) yang selama ini ada. Meskipun mereka tidak lulus,
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namun mereka puas dengan proses yang telah dijalankan karena merasa fair
dan adil sesuai dengan kemampuan yang saat itu mereka miliki.

Berdasarkan tabel 1.1 halaman 5 dan 1.2 halaman 6 data formasi yang
tersedia dan yang terisi, jumlah formasi yang tersedia yaitu 129 sedangkan
yang terisi adalah 111 orang. Hal ini dikarenakan para peserta belum
memenuhi nilai standar kelulusan yang telah ditentukan atau dipersyaratkan,
dan juga masih banyak peserta yang belum tau atau memahami cara
menggunakan sistem CAT, serta para peserta tidak mau mengisi formasi yang
terlalu jauh dari pusat kota atau ditempatkan pada daerah terpencil.

Bagi mereka yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil wawancara kepada
informan utama mengatakan:

“ peserta tes calon ASN yang dinyatakan lulus dengan menggunakan sistem

CAT dari hasil perolehan nilai yang diperoleh para peserta menunjukkan

bahwa, peserta tersebut jelas me_memiliki kualitas dan k¢mampuan untuk

méle{k.sz;hékan ‘tugas sebagai ASN halr tersebut dapat dilihat berdasarkan |
disiplin ilmu dan keterampilan serta keahliannya masing-masing dan juga

sesuai dengan formasi yang mereka lamar. (DHW 1-2017).

Dari hasil wawancara kepada informan tersebut dapat dikatakan bahwa
peserta tes calon ASN yang dinyatakan lulus atau berhasil dengan
menggunakan sistem CAT sudah jelas dapat memenuhi kualifikasi pegawai

yang terampil dan berkompeten.
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3. Faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan sistem CAT dalam
seleksi peserta calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja BKPSDM
Kabupaten Bulungan yaitu :

a. Faktor Internal

1) melalui komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian
pesan melalui mediator. Pengaruh komunikasi terhadap implementasi
adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara
menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam komunikasi ini,
akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan
terkait dengan proses implementasi kebijakan test calon ASN di
BKPSDM Kabupaten Bulungan.
Untuk membangun komunikasi biasanya dilakukan dengan satu
formulasi kegiatan sosialisasi. Intensitas membangun komunikasi kepada
masyarakat melalui sosialisasi kebijakan ba1k oleh tim ditingkat
Kabupaten diperoleh keterarigm—i ~dari inférinan, yaitu niayéritag
menyatakan  pendapatnya bahwa telah memahami Implementasi
Kebijakan Tes Calon ASN di Kabupaten Bulungan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bulungan.
“Belum sesuai dengan kondisi yang diinginkan, tetapi telah dilakukan
dan berjalan dengan lancar dan perlu adanya komunikasi yang lebih
intensif lagi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (sumber

:DHW-1, 2017)
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Kepala Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi BKPSDM Kabupaten
Bulungan
“Sesuai tetapi belum maksimal, pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi
tidak rutin, mengingat banyaknya aparatur yang pindah tugas seperti
promosi jabatan (sumber:DHW-2, 2017).

Jika dilihat dari data diatas menunjukan bahwa kondisi realisasi
terkait dengan komunikasi dengan informan dari Kepala BKPSDM
Kabupaten Bulungan serta Kepala Bidang Pengadaan, Pensiun dan
Informasi, bahwa komunikasi harus dilakukan lebih intensif lagi, baik
dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat maupun sebaliknya agar
dapat mensukseskan program nasional sistem CAT dalam seleksi peserta
calon ASN di lingkungan kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan. Begitu
juga dalam pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi, sebaiknya sering
dilakukan agar dapat meningkatkan pengalaman dan pengetqhuan bagi
kelompok kerja pelaksana sistem CAT dalam seleksi peserta calon iASN -
yang baru sehingga pelaksanaan pemberian pelayananan kepada peminat
seleksi perserta calon ASN akan semakin baik.

Hal tersebut dapat dilihat dengan terori Edward III, (1980)
komunikasi, implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai
keberhasilan, mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang
harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran
kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran sehingga

mengurangi distorsi implementasi.
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Terkait dengan penelitian terdahulu Khusnul Khotimah (2016)
bahwa manajemen memandang perlu melakukan pengembangan
Computer Assisted Tes (CAT) sebagai alat bantu sistem seleksi dan
rekrutmen. Metode pengembangan sistem informasi menggunakan model
Prototype dengan menggunakan arsitektur Model View Controller
(MVC) dan Framewokrk. Net. Hasil dari penelitian ini dengan
menggunakan  arsitektur MVC program lebih menjadi terstruktur,
sehingga dalam Maintenance software kedepannya lebih mudah
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Dari uraian tentang faktor internal melalui komunikasi tersebut
diatas bahwa komunikasi ini dianggap sangat penting dalam setiap proses
pelaksanaan implementasi Kebijakan sistem CAT dalam seleksi peserta
calon ASN di lingkungan kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan
mengingat dalam setiap kegiatan yang dilakukan melibatkan unsur
manusia dan sumber dayé yang saling berkaitan -satu dengan lainnya.-
Sedangkan faktor penghambat dari faktor internal melalui komunikasi
adalah keterbatasan waktu untuk mengsosialisasikan penerapan sistem
CAT karena luasnya dan faktor geografis wilayah kabupaten Bulungan
sehingga faktor komunikasi tidak dapat disampaikan secara maksimal,
disamping itu karena acaknya topografi calon peserta tes calon ASN
sehingga ada sebagian peserta tes calon ASN yang menerima pesan

hanya lewat brosur atau leatlet saja.
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2) Faktor Internal pada Sumber Daya. Kompetensi atau sumber daya yang
dimiliki oleh pelaksana kebijakan Tes Calon ASN di BPSDM Kabupaten
Bulungan, oleh para informan mempunyai tanggapan yang beragam,
namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik
sumber daya manusia maupun yang lainnya. Lebih lanjut tentang sumber
daya ini disajikan dalam hasil penelitian berikut ini :dimana kemampuan
Sumber Daya Manusia yang ada dapat dikatakan sebaagai berikut :
Kepala BKPSDM Kabupaten Bulungan
“Sesuai tetapi belum optimal, jika dilihat dari pengalaman dan tingkat
pendidikan dan pengetahuan kolompok kerja pelaksana sistem CAT
dalam seleksi peserta calon ASN begitu juga dengan anggaran yang
dialokasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih sangat
kurang untuk memberikan pelatihan bagi kelompok kerja pelaksana
sistem CAT dalam seleksi peserta calon ASN (sumber: DHW-1, 2017).
Dari pemaparan informan diatas jika dilihat dari kondisi
pelaksanaan implementasi kebijakan sistem CAT dalam seleksi peserta
',calon A'SNrdi ‘lingkungan kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan dapat
kita lihat masih belum optimalnya sumberdaya kelompok kerja pelaksana
sistem CAT dalam seleksi peserta calon ASN yang ada pada BKPSDM
Kabupaten Bulungan ditambah lagi masih kurangnya pelatihan bagi
kelompok kerja pelaksanan sistem CAT dalam seleksi peserta calon
ASN dan kondisi anggaran pemerintah yang masih minim, sehingga
perlu adanya perhatian pemerintah daerah agar dapat mendukung dari sisi

anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan nyata/riil yang ada di

BKPSDM Kabupaten Bulungan.
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Berdasarkan teori Edward III, (1980) mengemukakan bahwa
sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang
didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. Lebih lanjut juga
disampaikan Fathoni Abdurrahman, (2006:217) menyatakan agar tenaga
kerja benar-benar merupakan sumber daya manusia yang mampu dalam
mencapai tujuan dan berbagai sasaran organisasi, salah satunya aspek
yang amat penting dalam keseluruhan proses pengelolaan sumber daya
manusia adalah pengembangannya.

Terkait denagan penelitian terdahulu Faradita Putri Bahswari
(2013) pada BKD Kabupaten Sidoarjo masih perlu adanya perbaikan
seperti ketersediaan annggaran yang masih terbatas, waktu yang kurang
efisien, dan struktur panitia yang masih gemuk. Mengenai beberapa
kekurangan tersebut perlu adanya perhatian dan perbaikan.

Dari uraign tentang faktor internal tersebut diatas bahwa sumber
daya kelompok kérja. belak-sana éisfem CAT’dalani séleksi peserta calon
ASN mempunyai peranan sangat penting dalam setiap proses
pelaksanaan implementasi kebijakan sistem CAT dalam seleksi peserta
calon ASN dilingkungan kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan
mengingat dalam setiap kegiatan yang dilakukan melibatkan aturan-
aturan dari suatu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh sikap dari
kelompok kerja pelaksana sistem CAT dalam seleksi peserta calon ASN.
Sedangkan faktor penghambat dari faktor internal pada sumber daya

adalah belum terampilnya kopetensi sumber daya pelaksana tes calon
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ASN dalam menerapkan sistem CAT dan menggunakan laboratorium
CAT sebagai sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tes calon ASN.

3) Faktor internal pada disposisi (sikap pelaksana). Berkaitan dengan
persepsi / harapan para pelaksanan kebijakan tes calon ASN di BKPSDM
Kabupaten Bulungan. Terkait Dengan Kebijakan Penerapan Sistem CAT
dan seleksi calon ASN di Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut:
Peminat seleksi Peseta calon ASN di Kabupaten Bulungan :

“Sesuai tetapi belum optimal, jika dilihat dari pelayanan yang diberikan
oleh kelompok kerja pelaksana sistem CAT dalam seleksi peserta calon
ASN, mengingat keterbatasan pengetahuan kelompok kerja pelaksana
sistem CAT dalam seleksi peserta calon ASN terhadap pemberian
informasi yang terinci secara lengkap serta persyaratan-persyaratan yang
harus dipenuhi oleh masyarakat dalam mengikuti seleksi calon ASN di
Kabupaten Bulungan (sumber: DWH-5, 2017).

Kelompok Kerja Pelaksana sistem CAT dalam seleksi peserta calon ASN
di Lingkungan Kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan

“ Sesuai tetapi belum optimal, jika dilihat dari pelayanan yang diberikan
oleh-kelompok kerja pelaksana sistem CAT dalam seleksi peserta calon
ASN kepada peminat seleksi peserta calon ASN, mengingat keterbatasan
prasarana dan sarana seperti gedung pelayanan (laboratorium CAT) yang
representatif, serta peralatan yang dibutuhkan untuk memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang ingin mendafiar
mengikuti tes calon ASN/PNS (sumber: DHW-3, 2017).

Jika dilihat dari pemaparan infoman diatas kondisi pelaksanaan
implementasi kebijakan sistem CAT dalam seleksi peserta calon di
lingkungan kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan dapat terlihat masih
belum optimal dalam pemberian pelayanan kepada peminat seleksi
peserta calon ASN sehingga harapan untuk dapat terlayani dengan baik

belum bisa terwujud dari segi pendampingan pemberian informasi yang
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mana masih rendahnya prasarana dan sarana yang dimiliki oleh
BKPSDM Kabupaten Bulungan sechingga kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberian pelayanan
informasi dan pendampingan dari kelompok kerja pelaksana sistem CAT
dalam seleksi peserta calon ASN perlu ditingkatkan lagi untuk ke
depannya.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Edward III, (1980)
kecendrungan-kecendrungan atau disposisi merupakan salah satu faktor
yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang
efektif. Dari penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh I Ketut Buana
(2014) dengan dasar teori yang digunakan David (1989) pengaruh faktor
ekternal pada kepercayaan, sikap (personalia) yang mendukung
penerapan CAT.

Dari uraian tentang faktor internal pada disposisi tersebut diatas
bahwa sikap kelompok kerja pelaksaI;a éistem CAT dalam seleksi peserta
calon ASN dalam pelaksanaan implementasi kebijakan di lingkungan
kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan jika ingin berhasil dan lebih efektif
serta lebih efisien, harus saling bersinergi dalam suatu struktur organisasi
birokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari teori Edward III dan penelitian
terdahulu. Sedangkan faktor penghambat dari faktor disposisi adalah
kurang terbiasanya tim pelaksana tes calon ASN untuk bekerja dalam
tim karena terbaginya beberapa bidang konsentrasi yaitu tim adminstrasi,

tim tehnis laboratorium CAT dan tim servier yang ada di Jakarta.
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4) Faktor internal pada struktur birokrasi. Melalui struktur organisasi
pelaksana kebijakan Tes Calon ASN di BKPSDM Kabupaten Bulungan
dalam hal keorganisasian pelaksana kebijakan tes calon ASN di
Kabupaten Bulungan, para informan mempunyai tanggapan yang senada
yaitu keorganisasian telah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati
Bulungan
Untuk Struktur Orgnaisasi Pelaksana Kebijakan Tes Calon ASN
dengan sistem CAT dikatakan sebagai berikut :
a) Kepala BKPSDM Kabupaten Bulungan
Belum sesuai dengan kondisi yang diinginkan, harapan BKPSDM
Kabupaten Bulungan yang sesuai dengan Surat Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu
dibentuknya UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) tetapi UPTD
‘ tersebut tidak bersifat permanen, pelayanan tersebut Vdilakukan ketika
ada benérimaan calon ASN sesuai kebutuhan agar proses pelayarian‘
seleksi peserta calon ASN tersebut bisa terbantu untuk dilaksanakan
mengingat letak geografis kabupaten bulungan yang sangat sulit untuk
di jangkau oleh masyarakat (Sumber: DHW-1, 2017)
b) Kepala Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi BKPSDM
Kabupaten Bulungan.
Sesuai tetapi belum maksimal, pelaksanaan koordinasi antara
Pemerintah pusat dengan BKPSDM Kabupaten Bulungan sudah

cukup baik, hanya saja letak geografis untuk menjangkau pelayanan
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yang agak sulit mengingat prasarana dan sarana yang belum memadai,
sehingga peminat seleksi peserta calon ASN sampai saat ini harus
datang langsung ke BKPSDM Kabupaten Bulungan untuk
mendapatkan informasi sampai pada proses pelaksanaan seleksi
dengan sistem CAT dalam seleksi peserta calon ASN tersebut
(Sumber;: DHW-2, 2017).

Berkaitan dengan hal tersebut dikemukakan Daniel A Mazmanian
dan Paul A. Sabatier (1988:338) mensistensikan ide-ide pencetus teori
model top down dan Battom up yaitu salah satunya “struktur organisasi
disusun secara legal guna mengupayakan kepatuhan bagi pelaksana
kebijakan dan kelompok sasaran.

Hal tersebut juga disampaikan berdasarkan hasil penelitian
terdahulu menunjukkan bahwa sistem CAT yang diterapkan oleh BKD
Kabupaten Sidqaxjo masih‘ perlu _adanya perbaikan seperti ketersediaan
angéaréxfyang maéih terbatas, waktu y;«mg kurang efisien, -dan struktur
panitia yang masih gemuk. Mengenai beberapa kekurangan tersebut perlu
adanya perhatian dan perbaikan sehingga proses pengangkatan CPNS
dengan menggunakan sistem CAT dikemudian hari memberikan dampak
yang lebih luas baik dari segi efisiensi, efektifitas, dan transparansi yang
dirasakan masyarakat dan pemerintah sehingga dengan adanya penelitian
ini, permasalahan Penerimaan CPNS dapat di tindak lanjuti dengan baik.

(Faradita Putri Bhaswari (2013) dengan judul penelitian “Pelaksanaan
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Sistem Computer Assisted Test (CAT) Dalam Penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013)

Dari uraian tentang faktor internal pada struktur organisasi tersebut
bahwa struktur organsisasi yang ada dilaksanakan sesuai dengan
petunjuk tehnis tentang penerapan sistem CAT dalam tes calon ASN
yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB sedangkan faktor yang
menghambat adalah karena adanya perbedaan komposisi tim dengan
melibatkan tim baru yaitu tim teknis laboratorium CAT dan tim server
yang ada di Jakarta sehingga sedikit mengalami kendala koordinasi
karena perbedaan topografi tim work yang harus bekerja dan koordinasi
hanya bisa dilakaukan melalui media telekomunikasi dan jaringan
internet. Maka dari pada itu berdasarkan teori yang telah dikemukakan
oleh Daniel A Mazmanian dan Paul A. Sabatier bahwa struktur
organisasi disusun secara legal guna mengupayakan kepatuhan bagi

pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran:

b. Faktor Eksternal
Faktot penghambat dalam implementasi kebijakan sistem CAT di
BKPSDM Kabupaten Bulungan yang dimaksud disini adalah
1) para peserta tes calon ASN yang telah mengikuti seleksi dengan
menggunakan sistem CAT.
Berdasarkan hasil wawancara kepada informan utama mengatakan

bahwa:
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“Faktor penghambat dalam pelaksanaan tes calon ASN dengan
menggunakan sistem CAT ini terjadi pada faktor eksternal yaitu pada
peserta tes calon ASN ketika sedang melakukan pendaftaran dan
menyerahkan berkas lamarannya kepada petugas atau kelompok kerja yang
sedang berjaga diloket pendaftaran. Ketika pemeriksaan berkas dilakukan,
ada beberapa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia
pelaksana/kelompok kerja, tidak dilengkapi oleh peserta antara lain legalisir
ijazah tidak ada, ligalisir ijazahnya ada tetapi tidak di stempel dan registrasi
nomor pendaftaran melalui fortal yang disediakan oleh PANSELNAS dari
BKN pusat juga belum ada, sehingga panitia/kelompok kerja memanggil
kembali dan meminta peserta tersebut untuk melengkapi berkas yang kurang
sebagai persyaratan dan ini jelas memakan waktu dan merugikan para
peserta yang lain untuk mendaftar.(DHW.1-2017).

Dari hasil wawancara yang disampaikan informan utama tersebut
dapat tergambar bahwa faktor penghambat pelaksanaan tes calon ASN
dengan menggunakan sistem CAT terjadi pada faktor eksternal yaitu pada
peserta tes calon ASN itu sendiri, dimana para peserta tidak konsisten
mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah dipersyaratkan/ditentukan
oleh panitia’kelompok kerja sehingga hal tersebut merugikan waktu kepada
peserta-peserta lain yang ingin mendaftar dan juga khususnya pada
panitia’kelompok kerja hal tersebut jelas membutuhkan perhatian ekstra dan -
kerja keras.

Berdasarkan permasalahan tersebut langkah yang diambil oleh
kelompok kerja dalam mengatasi permasalahan yang terjadi yang
disebabkan oleh faktor eksternal yaitu para peserta tes calon ASN adalah: 1)
memperifikasi berkas lamaran peserta tes calon ASN. 2) membuat daftar
pemberkasan yang tidak lengkap. 3) memanggil para peserta tes calon ASN
yang tidak melegkapi berkas yang telah dipersyaratkan, 4) memberitahukan

dan mengarahkan serta menjelaskan para peserta tersebut agar melengkapai
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berkas lamarannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. 5)
memberikan batas waktu pengumpulan berkas lamaran beserta dokumen
lainnya yang dilengkapi oleh peserta tes calon ASN yang telah ditentukan
oleh panitia’kelompok kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan.
2) Sarana dan Prasarana Sistem CAT.

Pelaksanaan tes calon ASN tahun 2014, Pemerintah Kabupaten

Bulungan pada saat itu memang belum memiliki sarana dan prasarana untuk
melaksanakan tes calon ASN dengan menggunakan sistem CAT,
permasalahan tersebut dikarenakan sistem CAT baru dalam tahap
pengadaan dengan proses pelelangan. Sehingga pelaksanaan tes calon ASN
dengan menggunakan sistem CAT untuk Pemerintah Kabupaten Bulungan
melalui BKPSDM Kabupaten Bulungan tetap melaksanakan tes calon ASN
dengan meminjam sistem CAT yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara. hal tersebut “juga ‘disampaikan berdasarkan hasil
wawancara kepada informan i]taina mengatakan:
“Mengenai fasilitas pendukung, untuk tes calon ASN di Kabupaten
Bulungan Tahun 2014, kami masih bekerjasama dengan Porvinsi
Kalimantan Utara dan menggunakan sarana dan prasarana, meminjam
laboratorium CAT milik Provinsi Kalimantan Utara yang dijalan Durian
Tanjung Selor.(DHW,1-2017).

Hal tersebut juga disampaikan oleh informan kedua yaitu:
“masalahnya kebijakan kementerian PAN dan RB RI itu baru, sementara

kami, baru bisa menganggarkannya di APBD P Tahun 2014 jadi Tahun
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2015 baru kami memiliki laboratorium CAT tersebut. (DHW,2-2017). Dan
berkaitan dengan keunggulan dan kelemahan sistem lama (LJK) dengan
sistem baru (CAT), menurut informan kedua, dikatakan bahwa pada tahun-
tahun sebelumnya masih menggunakan sistem manual dan Tahun 2005
sampai dengan Tahun 2013 menggunakan sistem LJK, hasil jawaban
diperiksa dengan menggunakan mesin komputer, walaupun masih
mengalami kelemahan karena, hasil akhir penentuan kelulusan dikendalikan
oleh pihak penyelenggara sehingga hal tersebut menimbulkan celah
terjadinya praktek KKN. Dengan adanya kebijakan Menpan dan RB dengan
menerapkan sistem CAT hasilnya dapat diterima oleh masyarakat karena
sistem CAT tersebut tidak menimbulkan adanya kecurangan dan
rekapitulasi penilaian hasil seleksi masing-masing peserta juga dapa
mengetahui pada saat itu juga.

Hasil wawancara oleh beberapa informan tersebut dapat dikatakan
l;ahwa permasalahan tersebut teljédi dikarenakan pengadaan sarana dan
prasarana, baru dianggarkan pada APBD P Tahun 2014 dan pada Tahun
2015 baru selesai. Berkaitan dengan permasalahan tersebut Pemerintah
Kabupaten Bulungan tetap akan melaksanakan tes calon ASN dengan
bekerjasama dengan Provinsi Kalimantan Utara dan menggunakan sarana
dan prasarana milik Provinsi Kalimantan Utara.

Keunggulan dan Kelemahan sistem lama LJK dengan sistem baru
CAT. Keunggulan pada sistem baru CAT dengan sistem lama LJK jelas

berbeda bahkan sistem lama tidak ada keunggulannya, hal tersebut dapat
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diketahui bahwa sistem CAT benar-benar memiliki suatu sistem metode
ujian dengan alat komputer dengan berbasis WEB yang digunakan untuk
mendapatkan standar minimal kompetensi dasar maupun standar
kompetensi kepegawaian. Keunggulan lain dari sistem CAT tersebut hasil
yjian dapat segera diketahui pada saat itu juga yang dipasang pada layar
monitor yang telah disiapkan oleh panitia pelaksana/kelompok kerja.
Sedangkan sistem lama LJK hasil dari ujian tidak diketahui oleh para
peserta, dan hanya panitia pelaksana/kelompok kerja yang mengetahui.
Dilihat dari segi kelemahan sistem CAT sejauh ini belum ada, dan
masyarakat belum pernah ada yang komplen tentang sistem CAT tersebut.
Mereka merasa puas karena sistem CAT tersebut obyektif, transparan dan

adil serta bebas dari praktek KKN.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43129.pdf

BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab-bab sebelumnya telah diuraikan hasil dari penelitian, untuk itu
peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan dan saran terkait dengan hasil
penelitian yang dilakukan, Kesimpulan dan Saran dapat kita uraikan sebagai
berikut :

A. Kesimpulan
1. Implementasi Kebijakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam
seleksi peserta calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Bulungan pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik,
dimana setiap anggota kelompok kerja yang melaksanakan kegiatan
tersebut sudah sesua_li dengan tugas quok dan f_ungsinya didalam
‘memberikan pelayanan-yar—lg\ baik kepada masyarakat. Hényé saj;ra dalam
proses pelaksanaannya masih perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama
prasarana dan sarana gedung kantor, sumber daya aparatur yang masih
perlu dilakukan pembenahan dan peningkatan pengetahuan seperti
aparatur yang menerima berkas di loket perlu untuk diberikan
pembekalan tambahan seperti pelatihan dan bimbingan teknis yang dapat
meningkatkan pengetahuan aparatur dalam menjalankan sistem dan

proses kebijakan yang telah ditetapkan.
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2. Sistem CAT diharapkan ASN yang dihasilkan mendukung pelaksanaan
manajemen ASN dan mewujudkan Pegawai ASN yang profesional, jujur
dan adil dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, No.5 Tahun 2014
tentang ASN, maka diperlukan sistem rekrutmen berbasis merit tujuannya
untuk memenuhi kebutuhan kualitas Pegawai ASN guna melaksanakan
pelayanan publik yang profesional. Berdasarkan data yang berjumlah 111
peserta tes calon ASN yang berhasil dengan menggunakan sisten CAT
tentunya dengan adanya sistem CAT tersebut dapat memenuhi kualifikasi
Pegawai ASN yang terampil dan berkompeten.

3. Faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan sistem CAT dalam
seleksi peserta calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja BKPSDM
Kabupaten Bulungan yaitu :

a. Faktor Internal

D Komuﬁikasi yang belum berjalan efektif, dimana Petugas di loket -
dalam pemberian pelayanan masih belum jelas dan terinci dalam
pemberian syarat-syarat pemberkasan peserta seleksi calon
Aparatur Sipil Negara terlebih lagi terhadap data yang hilang
dalam database.

2) Sumber daya yang ada di BKPSDM Kabupaten Bulungan bahkan
kelompok kerja Pelaksana sistem CAT dalam seleksi peserta calon
Aparatur Sipil Negara masih perlu ditingkatkan dengan mengikuti

berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang mendukung
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pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan, serta perlu disediakan
sarana pendukung lainya yang menunjang kinerja aparatur
pelaksana sehingga sesuai dengan harapan yang diinginkan.

3) Sikap Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan sistem CAT
dalam seleksi peserta calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan
kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan sudah cukup baik hanya saja
masih kurangnya kebijakan dalam hal memberikan intensif bagi
aparatur pelaksana.

4) Struktur birokrasi yang ada dalam mendukung Implementasi
Kebijakan sistem CAT dalam seleksi peserta calon Aparatur Sipil
Negara di lingkungan kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan
masih kurang berjalan efektif, hal ini masih dilihatnya fungsi dari
bidang-bidang pendukung Implementasi Kebijakan sistem CAT
dalam seleksi peserta calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan
kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan yang masih belum béljalan '
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Faktor Eksternal.

1) para peserta tidak konsisten mengikuti persyaratan-persyaratan
yang telah dipersyaratkan/ditentukan oleh panitia’kelompok kerja
sehingga hal tersebut merugikan waktu kepada peserta-peserta lain
yang ingin mendaftar dan juga khususnya pada panitia’kelompok
kerja hal tersebut jelas membutuhkan perhatian ekstra dan kerja

keras. Sehingga dilakukan perifikasi pemberkasan, memanggil
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peserta untuk melengkapi berkas, memberikan pengarahan dan
penjelasan tentang persyaratan yang dilengkapi dan memberikan
batas waktu pengumpulan berkas.

2) Pemerintah Kabupaten Bulungan belum memiliki sarana dan
prasarana schingga pelaksanaan tes calon ASN dengan
menggunakan sistem CAT, Pemerintah Kabupaten Bulungan
melalui BKPSDM Kabupaten Bulungan meminjam sistem CAT
yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan
berkaitan dengan keunggulan dan kelemahan sistem lama (LJK)
dengan sistem baru (CAT). Sistem CAT, hasil ujian dapat segera
diketahui pada saat itu juga yang dipasang pada layar monitor.
Sedangkan sistem LJK hasil dari ujian tidak diketahui oleh para
peserta, dan hanya pania pelaksana yang mengetahui. Dilihat dari
segi kelemahan sistem CAT sejauh ini belum ada, dan masyarakat

' belﬁm >perr71ah ada yang kompleﬂ tentang sistem CAT tersebut.
Mereka merasa puas karena sistem CAT tersebut obyektif,
transparan dan adil serta bebas dari praktek KKN.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan Implementasi
Kebijakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi peserta calon
Aparatur Sipil Negara  di lingkungan kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan adalah sebagai

berikut :
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1. Praktis

a. Supaya terjalin komunikasi yang efektif di internal perlu dilaksanakan
rapat koordinasi 1 bulan sekali, kecuali untuk hal-hal khusus, perlu adanya
notulen rapat untuk mengingatkan dan tindak lanjut komunikasi eksternal
dalam sosialisasi penerimaan Calon ASN, perlu sosialisasi melalui
berbagai media koran, web, dll dalam kejelasan sumber informasi dengan
pengenalan staff contac centernya.

b. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, pada dasarnya kelompok kerja
pelaksana Kebijakan Sistem CAT dalam seleksi peserta calon Aparatur
Sipil Negara di lingkungan kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan sudah
berjalan dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku hanya saja
belum dapat dilakukan secara maksimal, hal ini disebabkan masih
rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan aparatur pelaksana dalam
memberikan pelayanan yangrsesu_ai dengan standar kebutuhan pelayanan
publik. Dlhatapkan kedeéadnya aparatur pelaksanén diberikan diklat dan
pelatihan dengan bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai proses pemberian
pelayanan sesuai dengan standard operasional prosedur yang ada.

c. Berkaitan dengan Disposisi (Sikap Pelaksana), hal ini sudah cukup efektif
dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelompok kerja pelaksana
Kebijakan sistem CAT dalam seleksi peserta calon Aparatur Sipil Negara

di lingkungan kerja BKPSDM Kabupaten Bulungan, hanya saja masih
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perlu ditingkatkan lagi dengan adanya pemberian intensif dan fasilitas
sarana pendukung dalam melaksanakan tugas yang diemban.

d. Berkaitan dengan Struktur Birokrasi, pada dasarnya sudah berjalan efektif,
namun masih ada bidang-bidang yang dalam struktur organisasinya belum
dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan
pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat. Hal ini
dikarenakan masih minimnya tenaga atau ASN yang memiliki
keterampilan, keahlian yang khusus sesuai bidang pada struktur organisasi
tersebut, untuk itu diharapkan perhatian pemerintah dalam pengadaan
pegawai melalui seleksi calon ASN sesuai dengan kebutuhan formasi
jabatan yang diperlukan oleh Kabupaten/Kota.

2. Teoritis.
Pengembangan wawasan konseptual dalam disiplin implementasi kebijakan

penerimaan pegawai dan disiplin sumberdaya birokrasi profesional.
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BUPATI BULUNGAN
PROPINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN KEPGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan
Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bulungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten

1
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Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BULUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
Daerah untuk melaksénakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi
kepaida Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

6. Bupati adalah Bupati Bulungan.

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah SEKDA
Kabupaten Bulungan.

8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di
bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan.

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan.

10. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan.

11. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.
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12. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilannya
untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB 11
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah
unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan. /

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui SEKDA.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(7) Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(8) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui
Sekretaris. . _ : .
BAB I
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia terdiri dari:

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
b. Sekretariat membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi membawabhi:
1. Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun;
2. Sub Bidang Pengolahan Data; dan
3. Sub Bidang Dokumen dan Informasi Kepegawaian.
d. Bidang Mutasi, Pembinaan, dan Kesejahteraan, membawahi:
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1. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
2. Sub Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja Aparatur dan Disiplin
Pegawai; dan
3. Sub Bidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi ASN.
e. Bidang Pengembangan Aparatur, membawabhi:
1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Diklat dan Evaluasi;
2. Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Sertifikasi; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi dan Promosi ASN.
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan/atau
g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 4

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengadaan pensxun dan
informasi, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan serta pengembangan
aparatur;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengadaan, pensiun
dan informasi, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan serta
pengembangan aparatur;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di bidang pengadaan, pensiun dan informasi, mutasi,
pembinaan dan kesejahteraan serta pengembangan aparatur;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah di bidang pengadaan, pensiun dan informasi,
mutasi, pembinaan dan kesejahteraan serta pengembangan aparatur;
penyelenggaraan urusan administrasi badan;
pembinaan pelaksanaan unit pelaksana teknis badan;

g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
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h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal S5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasian kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;

b. mengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;

d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan;

e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

penataan organisasi dan tata laksana,;
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

5@

pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

-
.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya. o N

Pasal 6

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan
keuangan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimaria dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian
Perencanaan dan Keuangan,

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
program dan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;

c. menyiapakan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
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d. menyiapakan bahan penyusunan laporan;

e. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;

f. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis
pelaksanaan kegiatan tahunan di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

g. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi
anggaran;

h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;

i. melakukan penyusunan laporan kinerja lingkungan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

melaksanakan urusan administrasi keuangan;
melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;

. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen
keuangan;

.

8

n. melakukan penyusunan laporan keuangan;

o. melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan
Keuangan; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, dan
protokol serta ketatalaksanaan di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan
Kepegawaian,;
melakukan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan;

c. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan
pegawai;

d. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan
jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;

e. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan
evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;

f. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN);

6
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mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi

melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

i. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi
penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;

j- melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan
Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

5

k. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi
barang;

l. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran,
penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah;

m. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;

n. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

o. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan
perundang-undangan;

p- melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengadaan, Pensjiun dan Informasi

Pasal 8

(1) Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas merumuskan kebijakan
teknis, mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan program
dan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pengadaan, pensiun dan informasi kepegawaian.

(2) Dalam-melaksanakan tugas sebagajmana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pengadaan,‘Pensiun‘ dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengadaan,
pensiun dan informasi;

b. pemberian dukungan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis
di bidang pengadaan, pensiun dan informasi;

c. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk
pelaksanaan pengadaan;

d. mengoordinasian pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, jenis
dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan, pengadaan
Pegawai ASN, administrasi pensiun, pengelolaan data, dokumen, serta
penyusunan informasi kepegawaian;
penyelenggaraan pengadaan Pegawai ASN;

f. verifikasi dokumen administrasi pensiun serta database dan informasi
kepegawaian;
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g pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengadaan,
pensiun, pengelolaan data, dokumen serta penyusunan informasi
kepegawaian; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, mengoordinasikan
rencana kebutuhan ASN, jenis dan jumlah formasi jabatan untuk
pelaksanaan pengadaan ASN meliputi penyelenggaraan seleksi
penerimaan ASN, pelayanan administrasi penerimaan serta pengangkatan
ASN, usulan penetapan NIP, penetapan CASN dan P3K, pengangkatan
PNS, menyiapkan bahan dan menyusun analis penataan PNS, memproses
dokumen pensiun PNS, pengelolaan administrasi pensiun PNS, membuat
daftar penjagaan pensiun, evaluasi dan pelaporan pengadaan dan pensiun
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
aayat (3) huruf c¢ angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, mengoordinasikan
pembangunan dan pengembangan system informasi kepegawaian,
mengelola system informasi kepegawaian, menyusun data kepegawaian,
pemutakhiran data, evaluasi dan pelaporan sistem informasi
kepegawaian, penyusunan data kepegawaian, pemutakhiran data, serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Dokumen dan Informasi Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis,
mengoordinasikan pengelolaan dokumen, arsip serta publikasi dan
informasi kepegawaian, pemutakhiran dokumen, arsip serta publikasi dan
informasi kepegawaian, mengusulkan proses perbaikan dokumen dan
arsip kepegawaian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dokumen, arsip
serta publikasi dan informasi kepegawaian, pemutakhiran dokumen, arsip
dan informasi kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang sesuai dengantugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Mutasi, Pembinaan, dan Kesejahteraan
Pasal 10

(1) Bidang Mutasi, Pembinaan, dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merumuskan kebijakan
teknis, mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan program
dan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

8
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mutasi, pembinaan, dan kesejahteraan yang meliputi mutasi pegawai,
pembinaan disiplin, bimbingan dan konseling, melaksanakan proses
administrasi penjatuhan hukuman disiplin, penilaian kinerja pegawai dan
peningkatan kesejahteraan pegawai serta fasilitas lembaga profesi ASN.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Mutasi, Pembinaan, dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang mutasi,
pembinaan dan kesejahteraan;

b. mengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan
kegiatan di bidang mutasi, pembinaan dan kesejahteraan;

c. pemberian dukungan, pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis
di bidang mutasi, pembinaan dan kesejahteraan;

d. mengoordinasian pelaksanaan mutasi, pembinaan dan kesejahteraan
meliputi mutasi pegawai, pembinaan disiplin, bimbingan dan
konseling, pelaksanaan proses administrasi penjatuhan hukuman
disiplin, penilaian kinerja pegawai dan peningkatan kesejahteraan
pegawai serta fasilitas lembaga profesi ASN;

e. verifikasi dokumen mutasi, pembinaan dan kesejahteraan meliputi
mutasi pegawai, pembinaan disiplin, bimbingan dan konseling,
pelaksanaan proses administrasi penjatuhan hukuman disiplin,
penilaian kinerja pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai
serta fasilitas lembaga profesi ASNevaluasi dan pelaporan pelaksanaan
mutasi, pembinaan, penilaian kinerja aparatur, kesejahteraan,
bimbingan konseling dan fasilitas lembaga profesi ASN;

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang mutasi,
pembinaan dan Kesejahteraan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas
dan fungsinya. : o
Pasal 11 - -
(1) Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, mengoordinasikan,
mengumpulkan, meneliti, menyiapkan dan memproses administrasi
mutasi kepangkatan, wilayah kerja, serta status kepegawaian meliputi
usulan kenaikan pangkat, pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan
struktural dan fungsional penyelenggaraan pelantikan jabatan,
perpindahan pegawai, pembentukan tim penilaian angka kredit jabatan
fungsional tertentu, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja Aparatur dan Disiplin
Pegawail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2,
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis, mengoordinasikan, mengolah bahan administrasi
pembinaan disiplin pegawai, memverifikasi tingkat kehadiran aparatur,
melaksanakan pembinaan dan bimbingan konseling, proses administrasi

9
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penjatuhan hukuman disiplin, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur,
serta  sosialisasi peraturan Kkepegawaian, memberikan bahan
peryimbangan penjatuhan hukuman disiplin perundang-undangan yang
berlaku, membuat informasi terkait indicator penilaian kinerja aparatur,
menganalisis, evaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur,
memproses usulan ijin perceraian, penyelenggaraan konseling,
memverifikasi draft keputusan penjatuhan hukuman disiplin, evaluasi
dan pelaporan kegiatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi ASN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis,
mengoordinasikan, menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan
motivasi pemberian penghargaan, tunjangan ASN serta tanda jasa kepada
pegawai yang berdedikasi dan berprestasi, memproses usulan cuti,
karis/karsu, karpeg/KPE, taperum, memfasilitasi BPJS dan kelembagaan
profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya), mengelola
administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan Kkeorganisasian
untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN dan
mengoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan
Profesi ASN serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Aparatur
Pasal 12

(1) Bidang Pengembangan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf e, mempunyai tugas mempunyai merumuskan kebijakan teknis,
mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan
kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang -
pengembangan aparatur meliputi perencanaan analisa kebutuhan diklat
dan evaluasi, penyelenggaraan diklat dan sertifikasi, pengembangan ASN
dan promosi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pengembangan Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang
pengembangan aparatur meliputi perencanaan analisa kebutuhan
diklat dan evaluasi, penyelenggaraan diklat dan sertifikasi,
pengembangan ASN dan promosi;

b. pemberian dukungan, pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis
di bidang pengembangan aparatur meliputi perencanaan analisa
kebutuhan diklat dan evaluasi, penyelenggaraan diklat dan sertifikasi,
pengembangan ASN dan promosi

c. penyelenggaraan pengembangan aparatur meliputi perencanaan
analisa kebutuhan diklat dan evaluasi, penyelenggaraan diklat dan

sertifikasi, pengembangan ASN dan promosi;
10
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d. mengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan
kegiatan di bidang pengembangan aparatur meliputi perencanaan
analisa kebutuhan diklat dan evaluasi, penyelenggaraan diklat dan
sertifikasi, pengembangan ASN dan promosi;

mengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi;

fasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pengembangan aparatur meliputi perencanaan analisa kebutuhan
diklat dan evaluasi, penyelenggaraan diklat dan sertifikasi,
pengembangan ASN dan promosi; dan

TR om0

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan Diklat dan Ewvaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis,
mengoordinasikan, pelaksanaan dan penyelenggaraan analisa kebutuhan
diklat dan evaluasi diklat struktural, teknik fungsional dan masyarakat
serta sertifikasi, melaksanakan kajian dan menyusun analisa kebutuhan
diklat dan evaluasi diklat struktural, teknik fungsional dan masyarakat
serta sertifikasi, menetapkan dan menginventarisir jenis-jenis diklat
struktural dan diklat fungsional dan masyarakat serta sertifikasi, evaluasi
dan pelaporan penyusunan analisa kebutuhan diklat dan evaluasi diklat-
diklat struktural, teknik fungsional dan masyarakat serta sertifikasi dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

_(2) . Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Sertifikasi sebagaimana
- dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis,
mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan diklat struktural,
teknik fungsional dan masyarakat serta sertifikasi ASN, menyusun
panduan penyelenggaraan diklat struktural, teknik fungsional dan
masyarakat, menyiapkan bahan-bahan diklat struktural, teknik
fungsional dan masyarakat, menginventarisir, mengusulkan peserta
sertifikasi ASN, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan diklat struktural,
teknik fungsional dan masyarakat serta sertifikasi ASN dan melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi dan Promosi ASN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis,
mengoordinasikan, memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi
teknis, manajerial dan sosial serta pemerintahan, menganalisis metode
yang akan digunakan dalam pengembangan kompetensi ASN, menyusun
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daftar pesera penilaian kompetensi ASN, melaksanakan kegiatan penilaian
kompetensi dan seleksi jabatan, menganalisis, menyiapkan memuverifikasi

dan memproses administrasi pelaksanaan pengembangan karier pegawai
meliputi promosi ASN, ujian penyesuaian, ujian dinas, pendidikan tugas
belajar, pendidikan ikatan dinas, ijin belajar, melaksanakan monitoring ,
evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis
sesuai dengan tingkat keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

(4) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Badan
Pasal 15

(1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian keg1atan teknis
operasional atau kegxatan teknis penunjang Badan. '

(2) Unit Pelaksana Tekms Badan sebaga:mana dlmaksud pada ayat (1)
dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu Unit Pelaksana Teknis Badan
Kelas A dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas B.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub
Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
ESELONERING

Pasal 17
(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon Illa atau jabatan
administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb atau jabatan
administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Badan Kelas A merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau jabatan
pengawas.

(5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas B, Kepala Sub Bagian pada
Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas A merupakan Jabatan Struktural
Eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap pimpinan unit
organisasi dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun antar
unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib mengawasi bawahannya dan
apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan
laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dilingkungan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan unit organisasi di bawahnya
dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan wajib

mengadakan rapat berkala.
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(7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(8) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib melaksanakan pengawasan
melekat.

Pasal 19

Apabila Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris melaksanakan tugas
Kepala dan/atau Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas
Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut
Kepangkatan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bulungan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

‘Salinan sesuai dengan aslinya

Pit. Kepala Bagian Hukum, Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 29 Desember 2016-
BUPATI BULUNGAN,

HAMRAN, SH ttd
Penata TK.1 / llld
Nip.19701130 2002121004 SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
ttd.

SYAFRIL
BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 59
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NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. BUL.
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BULUNGAN
DINAS
A SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
A
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN|| UMUM DAN
NDAN KEUANGAN] | KEPEGAWAIN
\ 4 A 4
BIDANG BIDANG
PENGADAAN, MUTASI, PEMBINAAN DAN PEN(?é%;ﬁG AN
PENSIUN DAN KESEJAHTERAAAN APARATUR
INFORMASI
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG ANALISIS
|/ PENGADAAN ,|  MUTASI DAN BT oaar DN
,DAN PENSIUN. KEPANGKATAN -
) ' SUB BIDANG
PSI;{\IBG?)I&A}?A% PEMBINAAN, PENglEJ)}I?E?JIGDéNAgAAN
| PENILAIAN KINERJA
r’ DATA \PARATUR DAN DIKLAT DAN SERTIFIKASI
DISIPLIN PEGAWAI
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
| ,|DOKUMEN DAN »[KESEJAHTERAAN DAN PENGEMBANGAN
INFORMASI FASILITASI PROFESI KOMPETENSI DAN
KEPEGAWAIAN ASN PROMOSI ASN

UPTD

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Penata TK.1/ liid
Nip.19701130 2002121004
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MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-2432/M.PAN.RB/7/2013 29 Juli 2013
Sifat : Segera
Hal  : Penerapan Sistem Computer Assisted Test (CAT)

dalam seleksi CPNS Tahun 2013 dan 2014.

Kepada Yth.
1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
di

Tempat

Rapat Koordinasi Pengadaan CPNS Tahun 2013 yang diselenggarakan di Balai Kartini Jakarta
tanggal 18 Juli 2013 menyepakati antara lain bahwa pelaksanaan seleksi CPNS dari pelamar umum tahun
2013 dilakukan secara kombinasi, yakni dapat dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) atau dengan
sistem Lembar Jawaban Komputer (LJK).

Perlu kami beritahukan bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan seleksi CPNS yang kompetitif,
obyektif, transparan dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya,
Pemerintah bertekad untuk tetap menerapkan sistem (CAT) dalam setiap pelaksanaan seleksi CPNS,
dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan seleksi CPNS dari pelamar umum tahun 2013 di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Provinsi diharapkan telah menggunakan sistem CAT, demikian juga bagi Kabupaten/Kota yang sudah
siap;

2. Pelaksanaan seleksi CPNS dari pelamar umum tahun 2014 dan seterusnya, wajib menggunakan
sistem CAT.

Sehubungan dengan hal tersebut- di- atas, diharapkan-agar para Pejabat Pembina Kepegawaian

- menyiapkan sarana dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem CAT dimaksud. Adapun spesifikasi
yang dibutuhkan, sebagaimana terlampir. :

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan penerapan sistem CAT, Saudara dapat berkonsultasi dengan
Badan Kepegawaian Negara cq. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekruitmen Pegawai, nomor
telepon : (021) 80882938, dan email: catcpns@BKN. go.id.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan ucapan terima kasih.

«NTe

4 Pendayagunaan Aparatur Negara

Tembusan Yth :
1. Menteri Keuangan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
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Lampiran : Surat Menteri PAN-RB
Nomor : B-2432/M.PAN.RB/7/2013
Tanggal :29 Juli 2013

Spesifikasi Minimal Infrastruktur
penggunaan Computer Assisted Test

. Processor intel Core 2 Duo

Memory 2 GB

HD 250 GB

DVDRW

Keyboard + Mouse Optic PS 2

Display minimum 1024 x 768 pixel

Network Card 100 mbps dan wifi

Browser Google Chrome

Antivirus update

 Jaringan lokal (Local Networking) menggunakan hub/switch dan router serta
wifi sesuai standar pabrikan industri yang disesuaikan dengan jumlah client
(min 1/100) . , ,

* Genset/UPS untuk meﬁgantisipasi PT.PLN élpabila ada pemadaman listrik

« LCD TV untuk monitoring hasil tes berikut kabel data untuk
menghubungkan ke komputer

+ Infocus Projector untuk pemaparan dan pengarahan tes dengan CAT System

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43129.pdf

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-2156 /M.PAN.RB/5/2014 30 Mei 2014
Sifat . Segera

Hal : Penerapan Sistem e-Formasi.

Kepada Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
di

Tempat

Rapat Koordinasi Formasi CPNS Tahun 2014 yang diselenggarakan di Gedung Manggala
Wana Bakti Jakarta tanggal 27 Februari 2014, menyepakati antara lain bahwa Perencanaan SDM
Aparatur dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai ASN di lingkungan kementerian/lembaga
dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat proses administrasi serta menjamin keakuratan data
terkait dengan peta jabatan, jumlah pegawai, posisi penempatan pegawai, alokasi kekurangan dan
kelebihan pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan langkah-langkah sebagai
berikut:

I.  Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen
ASN diperiukan sistem informasi ASN kebijakan perencanaan pegawai ASN. Selanjutnya
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menyampaikan/edit data Profil masmg-masmg
instansi melalui e-Formasi.

Adapun Data yang perlu dimuat dalam e-Formasi antara lain :

1. Peta jabatan pada setiap unit organisasi melalui analisis jabatan (nama jabatan, ikhtisar
jabatan, tugas jabatan, kompetensi jabatan, dst);

2. Jumlah kebutuhan pegawai dalam jangka waktu tertentu minimal lima (5) tahun yaitu dari
tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pada setiap unit organisasi melalui hasil analisis
beban kerja;

3. Jumlah riil pegawai pada setiap unit organisasi;

4. Jumlah pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun setiap tahunnya dari tahun 2014
sampai dengan tahun 2018;

5. Perkiraan kekurangan/kelebihan pegawai pada setiap unit organisasi.

fl. Untuk perencanaan SDM Aparatur penyusunan alokasi formasi ASN terlebih dahulu harus
diajukan melalui e-Formasi, dan harus mendapat koreksi dari TIM Kementerian PANRB.

1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tambahan formasi untuk pemerintah daerah :
+ Rasio Belanja Pegawai;
o Jumlah PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun;
o Alokasi formasi CPNS tahun sebelumnya yang tidak tertaksana;
¢ Jumlah PNS yang ada pada saat ini;
e Perbandingan jumlah Pegawai ASN dengan jumlah Penduduk;
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¢ Daerah baru pemekaran;
¢ Alokasi formasi di utamakan jabatan fungsional;
¢ Kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan nasional;
¢ Ruang lingkup Instansi;
2. Faktor-faktor menjadi pertimbangan tambahan formasi untuk pemerintah pusat :

Jumlah PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun;

Alokasi formasi CPNS tahun sebelumnya yang tidak terlaksana;
Jumlah PNS yang ada pada saat ini;

Jumlah fulusan ikatan dinas;

Alokasi formasi di utamakan jabatan fungsional;

Kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan nasional;
Ruang lingkup Instansi;

lll. Pelaksanaan seleksi CPNS di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah waijib
menggunakan sistem CAT (Surat Menpan nomor : B-2432/M.PAN.RB/7/2013).

IV. Pengangkatan Pegawai ASN :

1. Peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus maka akan diangkat CPNS pada instansi
masing-masing sesuai dengan jabatan yang dilamar sebagai contoh formasi Jabatan
fungsional Analis Kepegawaian Pertama maka dalam SK CPNS harus menyebutkan calon
Analis Kepegawaian Pertama sesuai dengan unit kerjanya.

2. CPNS yang memenuhi syarat paling lama 1 (satu) tahun harus sudah di angkat menjadi PNS,
dan harus ditempatkan sesuai dengan alokasi formasi. Contoh formasi Jabatan Fungsional
Analis Kepegawaian Pertama maka dalam PNS harus di tempatkan sebagai pejabat Analis
Kepegawaian Pertama sesuai dengan unit kerjanya.

V. Jabatan-Jabatan yang yang dapat ditetapkan sebagai alokasi formasi CPNS dapat dilihat di
www.menpan.go. id. ,

-Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar para Pejabat Pembina
Kepegawaian menyiapkan Profil data kepegawaian dan di edit ke e-Formasi bagi yang belum
mendapatkan Username dan Password segera menghubungi unit IT Kementerian PANRB
(Telp : 021-7398381-89 ext. 2068, HP: 081281376789).

Demikian, atas perhatiannya disampaikan ucapan terima kasih.

Menten
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

ttd
Azwar Abubakar
Tembusan Yth :

1. Menteri Keuangan
2. Kepala BadanKepegawaian Negara.
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PANDUAN WAWANCARA MENDALAM

(In-Depth Interview)
Jabatan Narasumber :-
Tgl/Bln/Thn Wawancara : /12017
Waktu Wawancara :  Menit
Nama Narasumber
No. Handpone
Tanda tangan Narasumber  :(....ccoovveviiniiiiinnnnnnn.... )

A. Komunikasi

1. Bagaimana pendapat saudara, apakah hasil-hasil kebijakan yang
dirumuskan bersama sudah tersosialisasikan sampai ke tingkat
masyarakat ?

2. Bagaimana pendapat saudara, tentang sejauh mana komunikasi yang

T efektif antara apératur badan dan masyarakat, dalam penjelasan kebijakan

- Kementerian PAN.RB tentang Penerapan Sistem Computer Assisted Test
(CAT) dalam seleksi penerimaan calon ASN ?

3. Bagaimana pendapat saudara, apakah perlu adanya komunikasi yang
lebih intensif, kosistensi atau pesan antara pimpinan dan aparatur
pelaksana serta masyarakat untuk mendukung kebijakan-kebijakan dalam
mensosialisasikan Implementasi Kebijakan Kementerian PAN.RB
tentang Penerapan Sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi
penerimaan calon ASN) ?
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B. Sumber Daya

1. Bagaimana pendapat saudara, tentang kemampuan Sumber Daya
Manusia terkait Implementasi Kebijakan Kementerian PAN.RB tentang
Penerapan Sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi
penerimaan calon ASN
Aapakah menemui kendala dalam pemanfaatan Sistem Aplikasinya ?

2. Bagaimana pendapat saudara, apakah prasarana dan sarana yang
digunakan untuk mengoperasionalisasikan suatu kebijakan telah
memberikan pelayanan secara optimal dalam mengimplementasikan
kebjakan Kementerian PAN.RB tentang Penerapan Sistem Computer
Assisted Test (CAT) dalam seleksi penerimaan calon ASN ?

C. Dispesisi (Sikap Pelaksana)

1. Bagaimana pendapat saudara, tentang sikap aparatur baik kemampuan
dan kemauan sebagai aparatur pelaksana kebijakan dalam
mengimplementasikan Kebijakan Sistem Computer Assisted Test (CAT)?

2. Bagaimana pendapat saudara, tentang respon pelaksana kegiatan dalam
Implementasi Kebijakan Kementerian PAN.RB tentang Penerapan
Sistem Computer Assisted Test (CAT) 7dalam seleksi perierixhaaﬁ calon
ASN yang dilaksanakan

3. Bagaimana pendapat saudara, apakah ada langkah-langkah kongkrit
dalam Kebijakan Kementerian PAN.RB tentang Penerapan Sistem
Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi penerimaan calon ASN ?

D. Struktur Birekrasi
1. Bagaimana pendapat saudara, apakah struktur birokrasi yang ada telah
efektif bagi pembuat kebijakan dan penerima kebijakan dalam
Implementasi Kebijakan Kementerian PAN.RB tentang Penerapan
Sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi penerimaan calon
ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Bulungan ?
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2. Bagaimana pendapat saudara, apakah pembagian tugas berdasarkan SOP
(Standar Operasional Prosedur) untuk dijadikan acuan para aparatur
pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bulungan ?

3. Bagaimana pendapat saudara, tentang koordinasi para pelaksana
Implementasi Kebijakan Kementerian PAN.RB tentang Penerapan
Sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi penerimaan calon
ASN, di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bulungan ?
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MATRIK HASIL WAWANCARA

No

Daftar Pertanyaan

Informan 1,2,3,4,5 dan 6

Komunikasi

Bagaimana  pendapat
saudara, apakah hasil-
hasil kebijakan yang
dirumuskan  bersama
sudah tersosialisasikan
sampai ke tingkat
masyarakat ?

Sejak diterimanya Surat Kemenpan dan RB No.2432/M.PAN
perihal  Penerapan sistem CAT, kami langsung
menindaklanjutinya dengan meneruskan informasi tersebut
kesemua SKP yang ada di Kabupaten Bulungan serta
menyebarkan pamflet2 ke titik2 yang berpotensi dapat dibaca
oleh masyarakat luas.

Bahwa terkait dengan Surat Kemenpan dan RB perihal
penerapan  sistem CAT, kami langsung mempersiapkan
segala sesuatunya tentang kesiapan pelaksanaan tes calon
ASN termasuk pemberian informasi kepada masyarakat.

bahwa kami langsung melakukan penggandaan surat tersebut
untuk diteruskan kepada instansi dan dinas, termasuk kepada
pihak kecamatan dan kelurahan, kami meminta mereka untuk
mempublikasikan surat tersebut di wilayah mereka.

Mengenai surat Kemenpan tersebut sudah disampaikan
kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui
informasi mengenai sistem yang digunakan.

Mengenai  kebijakan Ménpan tersebut sudah sampai
kemasyarakat dan kami sangat senang bisa mengetahui dan
segera mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi calon
ASN.

Mengenai kebijakan Menpan tersebut sudah sampai
kemasyarakat dan kami sangat senang bisa mengetahui dan
segera mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi calon
ASN.

Bagaimana  pendapat
saudara, tentang sejauh
mana komunikasi yang
efektif antara aparatur
badan dan masyarakat,
dalam penjelasan
kebijakan Kementrian
PAN.RB tentang
Penerapan sistem
Computer Assisted Test

Sudah jelas, tentunya dengan adanya surat Kemenpan dan RB
tersebut. Kita sampaikan secepatnya kepada masyarakat
bahwa tes calon ASN pada tahun 2014 sudah menggunakan
sistem CAT. Sistem tersebut digunakan untuk mengihindari
terjadinya perlakuan yang tidak baik seperti KKN.

Kami selaku pelaksana tentunya komunikasi yang
disampaikan kepada masyarakat terkait dengan penerapan
sistem CAT dalam penerimaan calon ASN berbagai cara yang
dilakukan antara lain, melalui pengumuman, koran, radio,
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(CAT) dalam
penerimaan calon ASN
?

maupun menyapaikan secara langsung kepada keluarga,
teman, tetangga dan lain-lain.

Menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat tentang
kebijakan Menteri MENPAN dan RB mengenai penerapan
sistem CAT dalam tes calon ASN dimedia masa.

perubahan sistem seleksi ASN yang tertulis menjadi sistem
CAT telah jelas informasinya sampai kelapisan masyarakat
seluruhnya.

saya bisa mengikuti seleksi calon ASN karena saya benar-
benar memperoleh informasi sistem CAT ini dengan baik.

saya bisa mengikuti seleksi calon ASN karena saya benar-
benar memperoleh informasi sistem CAT ini dengan baik.

Bagaimana  pendapat
saudara, apakah perlu
adanya komunikasi
lebih intensif,
konsistensi atau pesan
antara pimpinan dan
aparatur pelaksana serta
masyarakat untuk
mendukung kebijakan-

kebijakan dalam

mensosialisasikan

implementasi kebijakan | 4.

Kementrian PAN.RB

Semua sesuai dengan juknis dan prosedur yang didapat dari
Kementerian.

Kami selaku pelaksana seleksi calon ASN dengan sistem CAT
tidak pernah memberikan informasi atau perintah yang
berbeda terkait pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.

Iya perlu karena dengan adanya koordinasi, komunikasi yang
konsisten antara pimpinan dan staf/aparatur pelaksana sangat
membantu dalam kelancaran pelaksasanaan kegiatan.

'Sangat perlu sekali, karena melalui komunikasi yang insentif;,

konsisten atau pesan, membantu bagi para pelaksana maupun
para peserta terhadap kebijakan Kementerian PAN.RB dalam
menerapkan sistem CAT.

Perlu, komunikasi atau pesan dari para aparatur sangat
dibutuhkan oleh masyarakat hal tersebut dikarenakan penting
untuk diketahui terkait dengan kebijakan Kementrian
PAN.RB tentang Penerapan sistem CAT.

Sangat perlu karena komunikasi yang konsisten dapat
membantu bagi kami masyarakat untuk mendapat informasi
yang valid. Sehingga pelaksanaan penerapan sistem CAT
dapat kami ketahui.

tentang Penerapan
sistem Computer
Assisted Test (CAT)
dalam penerimaan
calon ASN ?

Sumber Daya

Bagaimana  pendapat
saudara, tentang
kemampuan  Sumber
Daya Manusia terkait

Berkaitan dengan kemampuan dari Sumber Daya Manusia
baik bagi para peserta tes maupun para pelaksana dalam
seleksi calon ASN dengan menggunakan sistem CAT,
tentunya diharapkan tidak ada kendala, walaupun ada tetapi
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implementasi kebijakan
Kementrian PAN.RB

masih bisa diatasi dimana kami sebagai pelaksana
menyediakan pengawas seleksi sedangkan operator dan
penyelia langsung dari BKN Banjarmasin dan tentunya harus
memiliki kemampuan dan keahlian terkait hal tersebut,
sedangkan dari pada peserta juga sudah memang
mempersiapkan diri dalam hal tes dengan menggunakan
sistem CAT.

Pelaksanaan tes pada tahun 2014 berjalan lancar dan
berdasarkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada di
BKPSDM Kab. Bulungan terkait dengan sistem CAT yang
diterapkan semua sudah memadai berdasarkan pembagian
tugas dan keahliannya masing-masing.

Untuk kemampuan sumber daya manusia biasanya langsung
menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
yang melekat secara struktural BKPSDM Kabupaten
Bulungan

tentang penerapan
sistem Computer
Assisted Test (CAT)
dalam seleksi
penerimaan calon ASN,
apakah menemui
kendala dalam
pemanfaatan Sistem
Aplikasinya ?

Bagaimana  pendapat
saudara, apakah

prasarana dan sarana
yang digunakan untuk
mengoperasionalisasika
n suatu kebijakan telah
memberikan pelayanan
secara optimal dalam
.| mengimplementasikan
kebijakan Kementerian
PAN.RB tentang
Penerapan Sistem
Computer Assisted Test
(CAT) dalam seleksi

penerimaan calon ASN
?

Mengenai fasilitas pendukung, untuk tes calon ASN di
Kabupaten Bulungan Tahun 2014, kami masih bekerjasama
dengan Porvinsi Kalimantan Utara dan penggunaan sarana
dan prasarana masih meminjam Laboratorium CAT milik
Provinsi Kalimantan Utara yang di jalan Durian Tanjung
Selor.

Masalahnya kebijakan kementerian PAN dan RB RI itu baru,
sementara kami, baru bisa menganggarkannya di APBD P
tahun 2014 jadi tahun 2015 baru kami memiliki Laboratorium
CAT tersebut.

Belum optimal, ada beberapa permasalahan yang terjadi
dalam pelaksanaan kegiatan yaitu pendaftaran secara online,
karena pendafataran secara online dilakukan secara terpusat di
kementerian PAN.RB sehingga akses menuju portal tersebut
agak lama hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya
pendaftaran tes calon ASN yang mendaftar diseluruh wilayah
indonesia secara serempak.

bahwa peminjaman alat Laboratorium CAT tersebut ke

Provinsi Kalimantan Utara dikarenakan Pemerintah
Kabupaten Bulungan masih dalam tabap pelelangan
pengadaan Laboratorium CAT.

bahwa “walaupun meminjam Laboratorium CAT milik
Provinsi Kalimatan Utara, tapi kami puas karena udah sesuai
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dengan standar.

bahwa “walaupun meminjam Laboratorium CAT milik
Provinsi Kalimatan Utara, tapi kami puas karena udah sesuai
dengan standar.

Disposisi

Pelaksana)
Bagaiamana pendapat
saudara, tentang sikap

(Sikap

aparatur baik
kemampuan dan
kemauan sebagai
aparatur pelaksana
kebijakan dalam
mengimplementasikan

kebijakan sistem CAT ?

Dengan adanya kebijakan MENPAN.RB tentang penggunaan
sistem CAT dalam seleksi calon ASN ini, sebagai aparatur
harus tetap siap dan bisa melaksanakan perintah itu, berkaitan
dengan sistem, BKPSDM Kabupaten Bulungan kita mengirim
ASN yang memang mempunyai keahlian tentang hal itu
dalam penggunaan IT .

Pelaksanaan seleksi calon Aparatur Sipil Negara, bahwa pada
tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan sistem manual
tetapi pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2013
menggunakan sistem LJK, hasil jawaban di periksa dengan
menggunakan mesin komputer, walaupun masih mengalami
kelemahan karena, hasil akhir penentuan kelulusan
dikendalikan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini

| pemerintahan daerah “sehingga hal tersebut menimbulkan

celah terjadinya praktek KKN yang dilakukan oleh orang-
orang tertentu.

Dengan adanya kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi ini dengan menerapkan
sistem CAT hasilnya dapat diterima oleh masyarakat karena
sistem CAT tersebut tidak menimbulkan adanya kecurangan
dan rekapitulasi penilaian hasil seleksi masing-masing
perserta juga dapat langsung diketahui pada saat itu juga.

Bagaimana  pendapat
saudara, tentang respon
pelaksana kegiatan
dalam Implementasi
Kebiajakan Sisitem
CAT?

Dengan adanya sistem CAT tersebut tentunya ada
permasalahan yang terjadi tetapi wajar dan masih bisa
diselesaikan dan digunakan di Kabupaten Bulungan untuk
penerimaan pegawai baru.

Berdasarkan kebijakan Menpan dan RB terkait dengan sistem
CAT, sebagai ASN tetap siap melaksanakan tugas sesuai
dengan aturan yang telah ditetapkan.

Sebagai ASN tetap melaksanakan tugas yang telah
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diperintahkan.

Bagaimana  pendapat
saudara, apakah ada
langkah-langkah

kongkrit dalam
kebijakan Kementerian
PAN.RB tentang
Penerapan Sistem

Computer Assisted Test
(CAT) dalam seleksi

penerimaan calon ASN
?

Implementasi kebijakan MENPA.RB tentan penerapan sistem
CAT adalah sangat baik sekali, karena pelaksanaan dengan
menggunakan sistem CAT tersebut sangat baik dalam upaya
menghindar terjadinya kecurangan KKN. Tujuan utamanya
menjaga suatu sistem ketertiban, keadilan dan transparan
setiap warga yang ingin mengikuti seleksi penerimaan ASN.

Dengan menggunakan sistem CAT tersebut tidak ada lagi
terjadinya tekanan, protes atau ketidak puasan dari
masyarakat terhadap pelaksanaan seleksi peserta calon
Aparatur Sipil Negara yang selama ini dinilai belum
memberikan hasil yang baik karena dicurigai adanya indikasi
kecurangan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan seleksi
calon Aparatur Sipil Negara baik itu di tingkap pusat maupun
daerah.

Implementasi kebijakan penggunaan sistem CAT adalah
solusi terbaik dalam perekrutan pegawai Aparatur Sipil
Negara, dengan adanya sistem CAT ini banyak manfaat yang
dihasilkan sebagai berikut: 1) penilaian dilakukan secara
obyektif dan transparan. 2) peserta seleksi dapat segera
mengetahui hasil atau capaian nilai yang diperoleh melalui
papan pengumuman yang telah disiapkan oleh pihak panitia
penyelenggara.  3) pihak panitia penyelenggara sangat
dimudahkan dalam pelaksanaan pengawasan karena
dilengkapi - pasilitas layar monitor melalui kamera CCTV._
Dengan adanya kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi ini dengan menerapkan
sistem CAT hasilnya dapat diterima oleh masyarakat.

Struktur Birokrasi
Bagaimana  pendapat
saudara, apakah

struktur birokrasi yang
ada telah efektif bagi
pembuat kebijakan dan
penerima kebijakan
dalam  Implementasi
Kebijakan Kementerian
PAN.RB tentang
Penerapan Sistem
Computer Assisted Test
(CAT) dalam seleksi
penerimaan calon ASN
pada Badan
Kepegawaian dan

Iya, harus efektif. Struktur organisasi yang sudah terbentuk
sesuai dengan Peraturan Bupati. Tentunya juga dalam
kelompok kerja yang dibentuk dalam seleksi penerimaan
calon ASN tahun 2014 tidak terlepas dari kebijakan dan
ketentuan yang telah dikeluarkan oleh MENPAN.RB terkait
dengan seleksi tes calon ASN dengan menggunakan sistem
CAT tersebut.

Pemebentukan organisasi dalam kegiatan harus berdasarkan
peraturan yang telah ditetapkan.

Telah dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Bulungan

Telah dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Bulungan.
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Pengembangan Sumber
Daya Manusia di

Kabupaten Bulungan?

Bagaimana  pendapat
saudara, apakah
pembagian tugas
berdasarkan SOP
(Standar  Operasional
Prosedur) untuk
dijadikan acuan para
aparatur pelaksana pada

Badan  Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bulungan ?

Dalam pelaksanaan kebijakan seleksi calon ASN dengan
sistem CAT telah ada pembagian tugas yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan, dimana pembagian tugas dilakukan
sesuai dengan pembagian kelompok kerja dan tentunya juga
memang menggunakan SOP.

Pembagian tugas sudah jelas berdasarkan fungsi masing-
masing yang mengacu pada petunjuk teknis.

bahwa pembagian tugas ditetapkan sesuai kebutuhan di
lapangan dengan bagian masing-masing berdasarkan struktur
badan berdasarkan SOP.

sudah jelas sesuai fungsi dalam pelaksanaan seleksi calon
ASN

Bagaimana  pendapat
saudara, tentang
koordinasi para
pelaksana Implementasi
"Kebijakan Kementerian
PAN.RB tentang
Penerapan sistem
Computer Assisted Test
(CAT) dalam seleksi
penerimaan calon ASN
di Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber daya Manusia
Kabupaten Balungan ?

Dalam kelompok kerja yang terbentuk, masing-masing
koordinator seksi memiliki tanggung jawab terhadap seksi
yang di koordinirnya, dalam hal ini koordinasi para
kelompoknya harus berjalan dengan baik, agar setiap
pelaksana yang memberikan arahan atau penjelasan kepada
masyarakat tidak terjadi kesalahan dalam meberikan
informasi.

Koordinasi para pelaksana semua sesuai dengan prosedur apa
yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diharapkan dapat
segera diselesaikan antar pelasana dengan koordinator seksi
masing-masing bagian dalam kelompok kerja.

Koordinasi tetap berjalan dengan baik antara para pelaksana
maupun dengan pimpinan sebagai penanggung jawab kegiatan
pelaksanaan tes calon ASN.

Sudah terkoordinir dengan baik, sebagai penyelenggara
diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh
tanggung jawab.

sistem CAT tersebut banyak memberikan manfaat bagi
peserta seleksi calon ASN terutama pelaksanaannya sangat
mudah dari awal pendaftaran secara online sampai dengan
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pelaksanaan seleksi disel@xiggarakant dengan menggunakan | -

komputer, penyampaian sécara teknis. juga sudah disampaikan |

oleh para pelaksana, selanjutnya hasil jawaban kita juga bisa | =

diketahui pada saat itu juga sesuai-dengan kemampuan hasil
nilai capaian yang didapatschingga tidak ada lagi para peserta
yang merasa dirugikan.

mengenai koordinasi para pelaksana terhadap sistem seleksi
peserta calon Aparatur Sipil Negara dengan menggunakan
sistem CAT sangat baik adil, transparan dan hasilnya bisa

vt

kami ketahui pada saat itu juga setelah selesai memberikan | -

jawaban, hanya saja kami sebagai peserta secara pribadi yang
belum bernasib baik dan masih butuh persiapan pembelajaran
lagi untuk hal tersebut dalam mengikuti seleksi calon
Aparatur Sipil Negara yang akan datang. ,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



	cvr
	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	123_Page_41
	123_Page_42
	123_Page_43
	123_Page_44
	123_Page_45
	123_Page_46
	123_Page_47
	123_Page_48
	123_Page_49
	123_Page_50
	123_Page_51
	456



